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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum serta implementasi dan 
penegakan hukum terkait penolakan penunjukan sebagai penerima protokol notaris, 
dengan fokus studi pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
AHU.55.AH.02.04 Tahun 2023. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi dampak 
yuridis dari penolakan tersebut serta bagaimana proses penegakan hukum dijalankan 
ketika terjadi penolakan oleh notaris yang ditunjuk. Metode penelitian yang digunakan 
adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan 
sosiologis untuk menelaah penerapan serta dampak nyata di masyarakat. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa penolakan tersebut secara hukum berimplikasi pada terhambatnya 
pengelolaan arsip negara dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang 
membutuhkan bukti autentik. Aspek implementasi, ditemukan adanya hambatan akibat 
sikap tidak kooperatif dari notaris yang diberhentikan serta kekhawatiran notaris 
penerima terhadap risiko hukum atas kerusakan atau ketidaklengkapan dokumen yang 
bukan berasal dari perbuatannya. Penegakan hukum dilakukan melalui peran Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) sebagai mediator dan pengawas dalam proses serah terima, 
namun masih diperlukan kriteria penunjukan yang lebih transparan. Saran penelitian ini 
adalah perlunya regulasi teknis yang lebih detail mengenai perlindungan hukum bagi 
notaris penerima dan penguatan sanksi administratif bagi notaris yang tidak patuh dalam 
penyerahan protokol demi menjamin keberlanjutan arsip negara.

Kata-kata Kunci: Protokol Notaris; Penolakan Protokol; Majelis Pengawas Daerah.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the legal implications as well as the implementation and 
law enforcement regarding the refusal of appointment as a Notary Protocol recipient, 
with a case study focus on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number 
AHU.55.AH.02.04 of 2023. The legal issues examined include the juridical impact of 
such refusal and the law enforcement process carried out when a designated Notary 
refuses the appointment. The research method employed is empirical legal research using 
a case approach and a sociological approach to examine the application and real 
impacts within society. The results conclude that the refusal of appointment legally 
results in the obstruction of state archive management and creates legal uncertainty for 
the public requiring authentic evidence. In terms of implementation, obstacles were found 
due to the uncooperative attitude of the dismissed Notary and the concerns of the 
receiving Notary regarding legal risks over damaged or incomplete documents not 
caused by their own actions. Law enforcement is carried out through the role of the 
Regional Supervisory Council (MPD) as a mediator and supervisor in the handover 
process; however, more transparent appointment criteria are still required. This research 
suggests the need for more detailed technical regulations concerning legal protection for 
receiving Notaries and the strengthening of administrative sanctions for Notaries who 
fail to comply with protocol handovers to ensure the sustainability of state vital archives.

Keywords: Notarial Protocols; Refusal Notarial Protocols; Regional Supervisory 
Council.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 butir 13 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 

menjelaskan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Berakhirnya masa jabatan 

notaris berakhir pula kedudukannya sebagai notaris, tetapi terdapat akta-

akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang bersangkutan tetap 

diakui dan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris 

pemegang protokolnya.1

Pasal 1868 KUHPdt menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang 

dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, atau 

dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. 

Akta autentik pada prinsipnya dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan 

mengeluarkan akta tersebut, bisa Notaris, BPN, Dokter dan lain-lain. 

Notaris salah satu pihak yang menerbitkan akta autentik, dan negara 

memberi kewenangan tersebut, maka akta yang dibuat notaris dituntut 

untuk bertanggung jawab.2

Pentingnya kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris 

1 Yofi Permana Rahman, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal 
Dunia dan Praktiknya di Provinsi Sumatera Barat,” Jurnal Cendekia Hukum, No. 1, Vol. 5 (2019), 
hlm. 3. Diakses melalui https://e-jurnal.stih-
pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/120/148  pada15 Maret 2026 pukul 20.57 WIB.

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 773/Pid.B/2021/PN 
Smg, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021). hlm.109.

https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/120/148
https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/120/148
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mengakibatkan penyimpanan minuta akta sebagai bagian protokol notaris

yang sangat penting.3 Salah satu kewajiban notaris di bidang administrasi 

adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen diantaranya kumpulan 

akta dan berbagai dokumen lain yang dikenal dengan protokol notaris.4 

Protokol notaris termasuk bagian administrasi kantor notaris yang 

harus dijaga dan dirawat untuk kepentingan notaris dan pihak lain, terutama 

para pihak yang berkepentingan di dalam akta yang dibuat oleh notaris.3 

Alasan lain protokol notaris harus dijaga adalah pemeriksaan terhadap 

protokol notaris yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi hasil, 

kinerja, dan kelengkapan administrasi notaris dalam melaksanakan tugas 

dan jabatan sebagai pejabat negara.5 

Notaris tidak hanya membuat dan mengeluarkan akta, tetapi memiliki 

kewajiban menjaga serta merawat protokol notaris dan pemegang protokol 

juga memiliki kewajiban yang sama.6 Notaris banyak yang menolak 

karena, tanggung jawabnya terhadap protokol notaris menjadi ganda yaitu 

menjaga protokolnya sendiri dan protokol notaris yang diserahkan 

kepadanya, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan notaris menolak 

untuk menjadi pemegang protokol notaris.7 

3 Munsyarif Abdul Chalim Roeri Andriana, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol 
dari Notaris Lain,” Jurnal Akta, No. 2, Vol. 4, (2018), hlm. 27. Diakses melalui 
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1787/1337 pada 15 Maret 2026 pukul 19.45 WIB.

4 Benny Krestian, “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut 
Hukum Positif Indonesia,” Arena Hukum, No. 1, Vol. 11, (2018), hlm. 104. Diakes melalui 
https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/350/90790 pada 10 Maret 2026 pukul 10.32 
WIB..

5 Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, “Protokol Notaris sebagai Arsip Vital 
Negara dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia,” Journal of Administration Law, No. 3, 
Vol. 3, (2022), hlm. 225. Diakses melalui https://online-
journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18903/14448 pada 15 Maret 2026 pukul 13.47 WIB.

6 Brinda Andy, “Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris Kepada 
Notaris Lain,” Al-Qanun, No. 2, Vol. 20, (2017), hlm. 516.

https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1787/1337
https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/350/90790
https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18903/14448
https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18903/14448


15

Kewajiban notaris salah satunya membuat akta dalam bentuk minuta 

akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris sebagaimana diatur dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan 

akta dengan menyimpan bentuk asli. Tindakan pemalsuan atau 

penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya ketika terjadi maka, dapat 

segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.8 

Faktor yang dapat membuat seorang notaris terlibat dalam jeratan 

hukum yaitu, faktor internal yang berasal dari diri notaris, seperti 

kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi.9 

Terdapat juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana notaris 

dihadapkan oleh dokumen palsu, padahal dokumen tersebut mengandung 

konsekuensi hukum bagi pemiliknya.10 

Protokol notaris harus diserahkan kepada penerima protokol notaris 

berdasarkan Pasal 62 UUJN menjelaskan mengenai penyerahan protokol 

notaris dilakukan dalam hal notaris:

a. Meninggal dunia;

b. Telah berakhir masa jabatannya;

c. Minta sendiri;

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

7 Deselta Azalia, Sulistiyono Adi, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penolakan untuk 
Menjadi Pemegang Protokol Notaris,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, No.2, Vol.12, (2023),  
hlm. 169. Diakses melalui https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/3191 
pada 12 Maret 2026 pukul 22.37 WIB).

8 Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang telah 
Berumur 25 Tahun," Jurnal Hukum Kenotariatan, No. 2, Vol. 2, (2018), hlm. 290. Diakses 
melalui https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/3371/3439 pada 02 Maret 2026 
pukul 21.47 WIB.

9 Ibid., hlm. 291
10 Ibid., hlm. 292

https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/3191
https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/3371/3439


16

jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

e. Diangkat menjadi pejabat negara;

f. Pindah wilayah jabatan;

g. Diberhentikan sementara; atau

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63 ayat (4) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, 

penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain 

yang ditunjuk oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. 

Kewajiban penyerahan protokol notaris belum dijelaskan lebih detail 

oleh peraturan yang ada, tetapi Pasal 62 UUJN menegaskan secara 

eksplisit bahwa notaris wajib menyerahkan protokol notarisnya. 

Kewajiban ini melekat pada jabatan notaris ketika seorang notaris berhenti 

atau diberhentikan, protokol notarisnya wajib diserahkan kepada notaris 

lain yang ditunjuk atau notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas 

Daerah (MPD). 

Pasal 68 UUJN, menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri

dari:

a. Majelis Pengawas Daerah;

b. Majelis Pengawas Wilayah; dan

c. Majelis Pengawas Pusat.

Notaris dalam menjalankan profesinya senantiasa diawasi oleh suatu 

majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN) selama menjalankan 

jabatannya. MPN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala 
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kegiatan notaris.11 

Rusak atau tidak tersedianya protokol notaris akan membuat 

masyarakat kesulitan untuk membuktikan hak dan/atau kewajibannya.12 

Akta autentik memiliki dampak hukum jangka panjang dan bahkan bagi 

pihak-pihak yang terlibat dan pihak ketiga, maka keberadaannya harus 

terjamin.13

Protokol notaris harus diserahkan kepada notaris penerima protokol 

dengan alasan yang telah tercantum pada Pasal 62 UUJN untuk menjaga 

keautentikannya. Protokol notaris yang diserahkan tergantung dengan 

kondisi notaris pemberi protokol, karena protokol notaris menurut Pasal 

62 UUJN memiliki karakter yang berbeda-beda dalam penyerahannya.

Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg yang mengadili Notaris 

Madiyana Herawati, S.H., Sp.N yang didakwa karena pemalsuan akta 

otentik. Notaris melakukan pelanggaran perbuatan hukum yaitu 

pemalsuan akta autentik dengan melibatkan staf notaris, menghasilkan 

beberapa akta kuasa menjual yang dipergunakan untuk mengalihkan hak 

atas tanah dalam jumlah yang besar serta memenuhi syarat Pasal 12 huruf

(d). 

Kasus tersebut secara proses hukum memenuhi Pasal 13 UUJN yang 

mengatur tentang pelaksanaan jabatan notaris terpidana dengan 

11 Ibid., hlm. 293-294.
12 Ida Ayu, “Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris kepada Penerima Protokol,” 

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, No. 2, Vol. 1, (2017), hlm. 138. Diakses melalui 
https://media.neliti.com/media/publications/241768-kepastian-hukum-penyerahan-protokol-nota-
2e5c32f0.pdf pada 13 Maret 2026 pukul 15.32 WIB.

13 Ibid., hlm. 143.

https://media.neliti.com/media/publications/241768-kepastian-hukum-penyerahan-protokol-nota-2e5c32f0.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/241768-kepastian-hukum-penyerahan-protokol-nota-2e5c32f0.pdf
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pemberhentian tidak hormat seorang notaris. Konsekuensi hukum dari 

putusan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan 

Keputusan Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 tentang 

Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris, yang 

menimbulkan kewajiban administratif berupa penyerahan protokol 

notaris kepada notaris penerima protokol yang ditunjuk.

Penunjukan notaris dalam praktiknya sebagai penerima protokol 

notaris dari notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat seringkali 

mengalami penolakan. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran 

notaris penerima terhadap risiko hukum, termasuk kemungkinan dimintai 

pertanggungjawaban atas akta bermasalah, minuta akta yang tidak 

lengkap, atau hilangnya protokol notaris yang bukan berasal dari 

perbuatannya sendiri.14

Penolakan penunjukan sebagai penerima protokol notaris berakibat 

pada terhambatnya proses penyerahan dan pengelolaan protokol notaris 

sebagai arsip negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum, menghambat fungsi pembuktian akta autentik, serta merugikan 

masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas hak dan 

kewajibannya.15

Risiko notaris penerima bisa saja dituduh atau dimintai 

pertanggungjawaban atas masalah yang bukan akibat dari perbuatannya. 

14Ibid., hlm. 140.
15 Deselta Azalia dan Sulistiyono Adi, op. cit., hlm. 168–172.
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Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga harus disampaikan kepada 

MPD untuk ditentukan kembali proses penyerahan protokolnya. UUJN 

dan UUJN-P telah mengatur mengenai penyerahan protokol notaris. 

Penyerahan protokol dalam praktiknya masih ditemukan ketidak jelasan 

dari notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, akibat dari perilaku 

tidak kooperatif notaris tersebut. Situasi yang menimbulkan pertanyaan 

penting mengenai konsekuensi hukum bagi notaris penerima protokol, 

dan bagaimana hukum tersebut dijalankan di lapangan.16 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum 

mengenai konsekuensi hukum terhadap penolakan penunjukan sebagai 

penerima protokol notaris, khususnya dalam pelaksanaan Keputusan 

Menteri Hukum serta upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. 

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam 

terkait implikasi hukum terhadap penolakan penunjukan sebagai 

penerima protokol notaris dengan fakta bahwa adanya protokol notaris 

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Penelitian ini 

berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

16 Meyssalina Manuria Isabella Aruan, “Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak 
diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain,” Jurnal NOTARIUS, No. 2, Vol. 1, (2022), hlm. 
250. Diakses melalui https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13986 pada 10 
Februari 2026 pukul 18.48 WIB.

https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13986
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dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap penolakan sebagai penerima 

protokol notaris?

2. Bagaimana implementasi dan penegakan hukum dalam hal penolakan 

sebagai penerima protokol notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam hal penolakan sebagai 

penerima protokol notaris.

2. Untuk mengetahui implementasi dan penegakan hukum dalam hal 

penolakan sebagai penerima protokol notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Memastikan tidak adanya pengulangan penelitian dan untuk 

memastikan keorisinalan dari penelitian ini, peneliti melakukan penelurusan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sanksi jabatan notaris.

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1. Muhammad 

Taufik, S.H., 
Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Hasanuddin 
Makassar 
tahun 2020

Tanggung Jawab Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) 
Dalam Penyimpanan 
Protokol Notaris Yang 
Melebihi Jangka Waktu 
25 (Dua Puluh Lima) 
Tahun.
Dengan rumusan masalah :
a. Apa Tanggung jawab 

MPD dalam 
penyimanan protokol 
notaris yang melebihi 
jangka waktu 25 (dua 
puluh lima) tahun?

b. Apa konsekuensi 
terhadap akta sebagai 
protokol notaris yang 
melebihi jangka 

Penelitian 
sebelumnya 
dan penelitian 
ini memiliki 
persamaan 
yaitu 
membahas 
protokol 
notaris dan 
tanggung 
jawab hukum 
serta 
menggunakan 
pendekatan 
normatif.

Penelitian sebelumnya 
membahas tanggung 
jawab MPD dalam 
penyimpanan protokol 
notaris berusia 25 
tahun dan 
konsekuensi akta yang 
belum diserahkan. 
Berbeda dengan 
penelitian tersebut, 
penelitian ini secara 
khusus mengkaji 
konsekuensi hukum 
atas penolakan 
penerimaan protokol 
notaris yang 
diberhentikan tidak 
hormat.
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waktu 25 (dua puluh 
lima) tahun belum 
diserahkan   kepada 
MPD?

2. Meyssalina 
Manuria
Isabella 
Aruan, Jurnal
NOTARIUS,
Vol 1, No 2
2022

Akibat Hukum Protokol 
Notaris Yang Tidak 
Diserahkan Oleh Ahli 
Waris Kepada Notaris 
Lain.
Dengan rumusan masalah:

a. Apa kewajiban dan 
tanggung jawab ahli 
waris notaris?

b. Bagaimana kriteria 
penunjukan  
notaris penerima 
protokol?

Penelitian 
sebelumnya 
dan penelitian 
ini memiliki 
persamaan 
yaitu 
membahas 
akibat hukum 
terkait 
penyerahan 
protokol 
notaris.

Penelitian 
sebelumnya 
mengkaji 
penyerahan protokol 
notaris akibat 
kematian notaris 
serta ketiadaan 
pengaturan 
mengenai peran ahli 
waris dan kriteria 
penunjukan notaris 
penerima. Sementara 
itu, penelitian ini 
berfokus pada 
penyerahan protokol 
notaris yang 
diberhentikan tidak 
hormat, dengan 
menelaah 
konsekuensi hukum 
atas penolakan 
penerimaan 
protokol, potensi 
hilangnya akta, serta 
aspek penerapan dan 
penegakan 
hukumnya dalam 
praktik.

3. Rohmat Esa 
Hasan, S.H, 
Jurnal 
OFFICIUM 
NOTARIUM, 
Vol 4, No 2 
2024

Tanggung Jawab 
Pemegang Protokol 
Notaris Dalam 
Mengeluarkan Salinan 
Minuta Akta Yang 
Terdegradasi.
Dengan rumusan masalah:

a. Bagaimana tindakan 
notaris  pemegang 
protokol notaris 
dalam mengeluarkan 
salinan minuta akta 
notaris yang belum 
lengkap di tanda 
tangani para pihak 
pada minuta akta?

b. Bagaimana tanggung 

Penelitian 
sebelumnya 
dan penelitian 
ini memiliki 
persamaan 
yaitu 
membahas 
tanggung 
jawab terhadap 
protokol 
notaris. 
Memiliki 
persamaan 
analisis 
penelitian 
yaitu deskriptif 
kualitatif.

Penelitian 
sebelumnya berfokus 
pada tanggung jawab 
notaris pemegang 
protokol terhadap 
salinan minuta akta 
yang cacat, 
sedangkan penelitian 
ini mengkaji 
konsekuensi hukum 
atas penolakan 
penerimaan protokol 
sebagai akibat dari 
pemberhentian 
notaris.
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jawab pemegang 
protokol Notaris 
dalam mengeluarkan 
salinan minuta akta 
Notaris yang belum 
lengkap di tanda 
tangani  para  
pihak pada minuta 
akta?

4. Lentra  
Nugraha, S.H, 
Fakultas 
Hukum, 
Universitas 
Islam 
Indonesia 
tahun 2020

Pembuatan Salinan Akta 
Berdasarkan Protokol 
Werda Notaris Yang 
Telah Diserahkan Pada 
Notaris Pemegang 
Protokol.
Dengan rumusan masalah:

a. Apakah konsekuensi 
hukum pemegang 
protokol beralih 
dapat membuat akta 
salinan berdasarkan 
minuta yang telah 
diserahkan?

b. Bagaimana 
pembuatan akta 
salinan terhadap 
protokol minuta 
aktanya dibuat oleh 
werda Notaris?

Penelitian 
sebelumnya 
dan penelitian 
ini memiliki 
persamaan 
yaitu 
membahas 
bagaimana 
pengelolaan 
protokol 
notaris sebagai 
arsip negara 
serta 
membahas 
kewajiban 
hukum dalam 
pengelolaanny
a.

Penelitian terdahulu 
mengkaji salinan 
akta yang berasal 
dari protokol notaris 
werda serta 
konsekuensi hukum 
atas kerusakan 
minuta akta akibat 
kelalaian. Berbeda 
dengan itu, penelitian 
ini berfokus pada 
tanggung jawab dan 
konsekuensi hukum 
atas penolakan 
penerimaan protokol 
dari notaris 
bermasalah, beserta 
implementasi 
penegakan 
hukumnya.

5. Dea eling 
Kurniati, Elwi 
Danil, 
Yusniwati. 
Unes Journal 
of Swara 
Justisia, Vol 
9, No 1, 2025 

Implementasi Ketentuan 
Tentang Serah Terima 
Protokol Notaris Kepada 
Notaris Pengganti di Kota 
Pekanbaru.
Dengan rumusan 
masalah: 

a. Bagaimana 
implementasi 
ketentuan tentang 
serah terima protokol 
notaris kepada 
notaris pengganti di 
Kota Pekanbaru?

b. Bagaimana 
penerapan sanksi 
terhadap ketentuan 
tentang serah terima 
protokol notaris 
kepada notaris 

Penelitian 
sebelumnya 
dan penelitian 
ini memiliki 
persamaan 
yaitu mengkaji 
implementasi 
penyerahan 
protokol 
notaris sebagai 
bagian dari 
kewajiban 
hukum dalam 
sistem 
kenotariatan.

Penelitian terdahulu 
berfokus pada 
pelaksanaan serah 
terima protokol 
notaris kepada 
notaris pengganti 
serta penerapan 
sanksinya dalam 
praktik. Sedangkan 
penelitian ini 
berfokus pada 
konsekuensi hukum 
terhadap penolakan 
penunjukan sebagai 
penerima protokol 
notaris, khususnya 
ketika terdapat 
keputusan 
pemberhentian tidak 
hormat.
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pengganti di Kota 
Pekanbaru? 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa 

penelitian penulis adalah orisinal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Protokol Notaris

Bidang hukum kenotariatan, dikenal juga istilah protokol yang 

disebut protokol notaris.17 Notaris ketika mengajukan pengangkatan 

sebagai notaris, selalu dimintakan pernyataan untuk bersedia menerima 

protokol notaris lain.18 

Pasal 1 angka 13 UUJN-P menjelaskan bahwa “Protokol notaris 

adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus 

disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Hal tersebut mengandung 2 pengertian, yaitu:

a. Notaris wajib menjaga, merawat, dan memelihara protokol notaris 

secara fisik (menyimpan pada tempat yang baik dan layak agar tidak 

mengalami kerusakan).19

b. Notaris menjaga, merawat, dan memelihara protokol notaris secara 

nonfisik (memberikan salinan/turunan/kutipan jika ada yang 

meminta dan menghadapi gugatan jika digugat/dilaporkan).20 

17 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-serbi Praktik Notaris. (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2000), hlm. 55. 

18 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang 
Jabatan Notaris), (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 34–36.

19 G H S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 328. 
Diakses melalui https://id.scribd.com/document/745784434/Buku-PJN-G-H-S-Lumban-Tobing pada 
10 September 2025 pukul 19.44 WIB).

https://id.scribd.com/document/745784434/Buku-PJN-G-H-S-Lumban-Tobing
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Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, menjelaskan bahwa 

protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip

20 Habib Adjie, op. cit.., hlm. 4.

21 Ibid., hlm.16
22 Ibid., hlm. 22
23 Ibid., hlm. 36
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negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol notaris berada dalam dua keadaan, seperti:

a. Berasal dari diri notaris yang bersangkutan (selama menjalankan 

tugas jabatan sebagai notaris).

b. Sebagai pemegang protokol (Notaris pemegang/penyimpan 

protokol) dari notaris lain yang pensiun atau berhenti sebagai 

notaris dengan alasan tertentu atau dari notaris pengganti atau 

pejabat sementara notaris.21

Notaris wajib/harus menjaga/merawat serta memelihara sebaik- 

baiknya protokol notaris sampai suatu saat nanti (pensiun atau 

berhenti sebagai notaris dengan alasan tertentu) harus diserahkan ke 

notaris lain dalam keadaan baik. Notaris yang sebagai NPP 

wajib/harus menjaga/merawat dan memelihara sebaik-baiknya 

sampai nanti pensiun atau berhenti sebagai notaris dengan alasan 

tertentu, protokol tersebut harus diserahkan ke notaris lain yang 

masih aktif.22

Keberadaan protokol notaris harus berkesinambungan dengan 

tanggung jawab notaris penerima. Pasal 65 UUJN-P yang berbunyi 

“Notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris 

bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya  meskipun  

protokol  notaris  telah  diserahkan  atau dipindahkan kepada 

pihak penyimpan protokol notaris.”23 Makna dari pasal tersebut 
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diatas, yaitu:

a. Notaris yang diangkat, notaris pengganti, dan pejabat sementara 

notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadinya dan tetap 

bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun 

telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang 

ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang dokumen negara.24

b. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, dan pejabat 

sementara notaris melekat ke mana pun dan di mana pun 

mantan/wreda notaris, mantan/wreda notaris pengganti, dan 

mantan/wreda pejabat sementara notaris berada.

c. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, dan pejabat 

sementara notaris atau mantan/wreda notaris, mantan/wreda 

notaris pengganti, dan mantan/wreda pejabat sementara notaris 

masih hidup, maka masih bisa dimintai pertanggung 

jawabannya, jika sudah meninggal dunia, aktanya masih bisa 

dipersoalkan oleh para pihak.25 

A. Kohar menjelaskan bahwa pada tahun 1602 yang disimpan 

sebagai protokol ialah salinan akta, sedangkan yang asli diberikan 

kepada kedua belah pihak, sehingga notaris dapat membuat kopinya 

yang berlaku menrut hukum jika masih diperlukan.26 Pasal 62 UUJN 

menyebutkan tujuh jenis protokol notaris, selain tujuh jenis tersebut 

24 R. Soesanto, Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara) (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1978), hlm. 21. Diakses melalui 
https://books.google.co.id/books?id=O6v8HAAACAAJ&hl=id&lr=&num=20 pada 23 Oktober 
2025 pukul 14.38 WIB).

25 Ibid., hlm. 4.
26 A. Kohar, Notaris dalam Praktik Hukum (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

https://books.google.co.id/books?id=O6v8HAAACAAJ&hl=id&lr=&num=20
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protokol notaris pun bisa terdiri atas:

a. Bundel minuta akta;

b. Daftar akta (repertorium) (Pasal 58 ayat (1) UUJN);

c. Buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (legalisasi) 

(Pasal 58 ayat (1) UUJN);

d. Buku daftar protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterima 

surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN);

e. Buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN);

f. Buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat(1) huruf h UUJN);

g. Daftar klapper untuk para penghadap;

h. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan 

ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi) (Pasal 59 ayat (1) 

UUJN);

i. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan 

(waarmerking) (Pasal 59 ayat (1) UUJN); dan

j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) 

UUJN).27

2. Teori Implikasi Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa 

"implikasi" berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi juga 

dapat berarti termasuk, tersimpul, atau disugestikan, tetapi tidak 

dinyatakan. "implikasi" secara etimologis berarti dampak atau 

konsekuensi dari suatu tindakan atau keputusan di masa mendatang.28 

27 Habib Adjie dan M. Hafidh, Hukum Protokol Notaris, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2023), hlm. 5.

28 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “Implikasi,” Diakses melalui https://kbbi.web.id/implikasi pada 

https://kbbi.web.id/implikasi
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Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai dampak atau akibat yang 

timbul dari suatu perbuatan atau keputusan apabila ditinjau dari aspek 

hukum. Implikasi yuridis juga dapat disebut sebagai akibat hukum, 

yaitu segala akibat yang secara langsung maupun tidak langsung diatur 

oleh hukum sebagai respons terhadap suatu perbuatan hukum atau 

peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.29 Implikasi hukum 

lebih singkatnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

Implikasi hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, 

terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek 

hukum. Implikasi hukum juga suatu akibat dari tindakan yang 

dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan 

oleh subjek hukum. Implikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu 

akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan 

merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang 

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.30 

Implikasi yuridis, atau sering juga disebut sebagai akibat hukum, 

adalah konsekuensi atau dampak hukum yang muncul akibat suatu 

peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Mencakup segala bentuk hak, 

kewajiban, atau konsekuensi hukum lainnya yang timbul dari suatu 

tindakan atau peristiwa hukum tersebut. Implikasi dapat diartikan 

sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program 

13 Desember 2025 pukul 22.35 WIB.
29 Devi, Luh. Ari. Kamala., dan Fitria, Annisa., “Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam 

Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr),” Arus Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 5, No. 3, (2025), 
hlm 2203. Diakses melalui https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1414 pada 4 
November 2025 pukul 13.11 WIB.

30 Ghifari, Angga. Aidry. Implikasi Yuridis terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No 2011 
K/PID.SUS/2021). Tesis. 2025. hlm 11

https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1414
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atau kebijakan. Implikasi tersebut dapat bersifat baik atau tidak 

terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau 

kebijakan tersebut. Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau 

kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika 

melakukan sesuatu, dapat juga berarti akibat hukum adalah segala 

akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang 

disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang 

ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.31

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan implikasi 

hukum adalah kajian tentang hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan, 

peraturan, atau peristiwa dari sudut pandang hukum mencakup dampak 

dari tindakan tersebut pada individu, masyarakat, dan sistem hukum itu 

sendiri, serta bagaimana teori-teori hukum menjelaskan dan membentuk 

realitas hukum ini secara normatif maupun empiris. Implikasi hukum 

biasanya mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, atau politik dari 

penerapan hukum. Implikasi hukum dapat berupa munculnya, 

perubahan, atau hilangnya suatu kondisi aturan munculnya, perubahan, 

atau hilangnya suatu hubungan aturan; atau penerapan sanksi karena 

melanggar aturan. 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggungjawab dalam penelitian ini adalah teori 

31 Iwanti, Nur. Azza. Morlin., dan Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum 
Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku,” Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 6, No. 2, 
(2022). hlm 349. Diakses melalui https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/601 
10 Maret 2026 pukul 22.12 WIB.

https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/601
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tanggungjawab hukum yaitu legal liability theory yang dalam bahasa 

Belanda disebut de theorie van wettelijkeaansprakelijkheid dan dalam 

bahasa Jerman disebut dengan die theorie der hafting. Teori 

tanggungjawab hukum menganalisis tanggungjawab subjek hukum atau 

pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan 

pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang 

lain.32

Tanggungjawab hukum dalam kamus hukum memiliki dua istilah, 

yakni:33

a. Liability merupakan istilah hukum yang luas, serta menunjuk pada 

makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter 

risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang 

mungkin. Liability mendefinisikan untuk menunjuk semua 

karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi 

tunduk kepada kewajiban terhadap hal-hal yang aktual atau 

mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban 

di mana kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan 

undang-undang dengan segera atau pada masa akan datang.

b. Responsibility, berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, 

dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung 

32 Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk 
dan Minuta Akta, Cetakan Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30. Diakses 
melalui https://dev.law.ui.ac.id/gui pada 11 Oktober 2025 pukul 13.12 WIB.

33 Ridwan H R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 
hlm. 334.

https://dev.law.ui.ac.id/gui
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jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki 

ataupun sebaliknya memberi Ganti rugi atas kerusakan apa pun 

yang telah ditimbulkannya.

N. E. Algra, mengartikan tanggungjawab atau verantwoordelijkheid 

sebagai “kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian 

yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang 

administrasi.”34 Selanjutnya wujud tanggungjawab hukum, yaitu:

a. Tanggungjawab Pidana

Pertanggung jawaban pidana memiliki unsur utama adalah 

kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana. Perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah 

perbuatannya, dalam pertanggungjawaban sebaliknya, yang 

menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan.35

b. Tanggungjawab Perdata

Tanggungjawab menurut hukum adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang 

berkaitan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.36 

Titik Triwulan menjelaskan bahwa, pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak 

hukum bagi seseorang menuntut orang lain sekaligus hal yang 

34 N E Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, (Jakarta: 
Binacipta, 1983), hlm.68. Diakses melalui https://etd.repository.ugm.ac.id/ pada 27 September 2025 
pukul 21.19 WIB.

35 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta: 
Bina Aksara, 1983), hlm.22-23.

36 Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Penebangan Hutan Mangrove, (Pub. L. SE.887, 
2023), hlm. 34. Diakses melalui https://id.scribd.com/document/861910476/  pada 12 Januari 2026 
pukul 10.20 WIB.

https://etd.repository.ugm.ac.id/
https://id.scribd.com/document/861910476/


32

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawaban.37 

Tanggungjawab hukum perdata diajukan atas dasar, yaitu:

1) Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya menentukan 

bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa 

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah 

karena salahnya mengganti kerugian tersebut; dan

2) Adanya wanprestasi yaitu tidak memberikan prestasi sama 

sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi 

tidak menurut ketentuan yang telah diletakan dalam perjanjian 

yang dilakukan dalam KUHPerdata.38

c. Tanggungjawab Administrasi

Tanggungjawab administrasi adalah tanggung jawab atas 

pelanggaran administratif seperti denda, pencabutan sertifikat izin, 

penghentian layanan administrasi, pengurangan jatah produksi dan 

denda administratif. Tanggungjawab di bidang administrasi, bentuk 

dari tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek yang 

melakukan kesalahan administratif.39

Sanksi adalah wujud nyata dari penegakan tanggungjawab 

hukum. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga 

untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau 

37 Ibid., hlm. 36.
38 Moeljatno , op.cit., hlm. 24.
39 Elisabeth Ayustina, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatan 

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, (Kota Malang: CV. Literasi Nussantara Abadi, 
2022), hlm.44.
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perjanjian. Sanksi terbagi menjadi:

1) Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan negara 

kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai perbuatan pidana.40 Sanksi pidana bagian terpenting 

dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana puncak 

dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana.41

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada 

seseorang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat. 

Sanksi perdata hanya mengatur mekanisme atau apa yang dapat 

ditempuh oleh seseorang jika merasa kepentingannya dilanggar 

dan dirugikan oleh perbuatan orang lain.42 

3) Sanksi Administrasi.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan 

terhadap pelanggaran administrasi atau ketentutan undang- 

undang yang bersifat administratif.43 Sanksi administratisi 

merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri keadaan 

yang dilarang kaidah hukum administrasi atau melakukan yang 

seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena 

40 Ahmad Mathar, “Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan,” Jurnal Hukum 
Keluarga Islam, No. 2, Vol. 3, (2023), hlm. 47. Diakses melalui https://ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602 pada 27 Februari 2026 pukul 20.11 WIB.

41 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: 
Alumni, 2005), hlm. 20. Diakses melalui https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ 
pada 11 Januari 2026 pukul 08.21 WIB.

42 Ibid., hlm. 58.
43 Ibid., hlm. 55.

https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602
https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602
https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ


34

bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lain.44 

Sanksi notaris yang diberikan dalam menjalankan 

jabatannya sebagai notaris menurut pengertian diatas dalam 

penelitian ini adalah sanksi administrasi, sudah diatur dalam 

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sanksi administrasi yang 

diterima notaris dalam penelitian ini yaitu pemberhentian tidak 

hormat.45

4. Teori Penegakan Hukum

Philippe Nonet dan Philip Selznick dikenal melalui 

pengelompokan hukum ke dalam tiga prinsip atau tipe utama, yang 

digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara 

hukum, kekuasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Tiga prinsip 

utama tersebut adalah hukum represif, hukum otonom, dan hukum 

responsif.

a. Hukum Represif

Tahap hukum represif, hukum berfungsi terutama sebagai 

instrumen kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan dan 

mempertahankan ketertiban sosial. Penegakan hukum pada tahap ini 

menitikberatkan pada penerapan sanksi yang bersifat keras dan 

koersif sebagai sarana pengendalian perilaku masyarakat. Orientasi 

utama hukum represif adalah kepatuhan terhadap perintah otoritas, 

sehingga ruang bagi partisipasi masyarakat dan pertimbangan 

44 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1994), hlm. 246.

45 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai 
Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 34.
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terhadap kondisi sosial menjadi sangat terbatas. Hukum cenderung 

bersifat otoriter dan dijalankan tanpa memperhatikan keragaman 

nilai, kepentingan, maupun dinamika sosial yang berkembang dalam 

masyarakat sebagai akibatnya.

b. Hukum Otonom

Tahap hukum otonom, hukum mulai menunjukkan 

kemandiriannya dari pengaruh langsung kekuasaan politik maupun 

tekanan sosial tertentu. Hukum tidak lagi semata-mata dijalankan 

sebagai alat pengendalian oleh otoritas, melainkan berupaya 

menegaskan dirinya sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri. 

Penegakan hukum pada tahap ini berorientasi pada penerapan aturan 

dan prosedur yang konsisten serta dapat diprediksi, dengan tujuan 

mewujudkan keadilan yang bersifat objektif dan impersonal. Hukum 

otonom telah menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama, 

pendekatan ini masih cenderung menitikberatkan pada kepastian 

hukum formal, sehingga respons terhadap kebutuhan dan dinamika 

sosial masyarakat belum menjadi perhatian utama.46

c. Hukum Responsif

Tahap hukum responsif, hukum tidak lagi dipahami semata-

mata sebagai mekanisme penegakan norma, melainkan sebagai 

sarana yang secara aktif berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Hukum pada tahap ini dituntut untuk peka 

terhadap perubahan nilai, kondisi sosial, serta tuntutan keadilan 

substantif yang berkembang dalam masyarakat. Hukum responsif 

menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi 

46 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 97.
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dalam perumusan maupun penerapan norma hukum, sehingga 

hukum tidak hanya menjamin kepastian secara formal, tetapi juga 

mampu mewujudkan keadilan yang kontekstual dan bermakna bagi 

masyarakat.47

Prinsip hukum Philippe Nonet dan Philip Selznick lebih detail 

lagi dapat dijabarkan dalam tabel berikut:48

Hukum Represif Hukum 
Otonom

Hukum 
Responsif

1 2 3 4
Tujuan 
Hukum

Ketertiban Legitimasi Kompetensi

Legitimasi Ketahanan sosial 
dan tujuan 
negara

Keadilan 
prosedural

Keadilan 
substanstif 

Peraturan Keras dan rinci 
namun berlaku 
lemah terhadap 
pembuat hukum

Luas dan 
rinci 
mengikat 
penguasa 
maupun 
yang 
dikuasai

Subordinat dari 
prinsip dan 
kebij akan

Pertimbanga
n 

Ad hoc; 
memudahkan 
tujuan dan 
bersifat 
partikuler

Sangat 
melekat pada 
otoritas 
legal; rentan 
terhadap 
formalisme 
dan 
legalisme

Purposif 
(berorientasi 
tujuan) 
perluasan 
kompetensi

Diskresi Purposif tujuan) 
perluasan 
kompetensi

Dibatasi oleh 
peraturan; 
delegasi 
yang sempit

Luas, tetapi 
tetap sesuai 
dengan tujuan

Paksaan Ekstensif; 
dibatasi secara 

Dikontrol 
oleh batas-

Pencarian 
positif bagi 

47 Shela Zulfa Syifaurrohmah, “Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick serta 
Relevansinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” Desentralisasi: Jurnal Hukum, 
Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, (2025), hlm. 168–177. Diakses melalui 
https://www.researchgate.net/publication/398324948_Teori_Hukum_Era_Robert_Nonet_dan_Philip_Selzn
ick_Serta_Relevansinya_Terhadap_Pembangunan_Berkelanjutan_di_Indonesia pada 20 Februari 2026 
pukul 20.49 WIB.

48 Philip Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New 
York: Harper & Row, (1978). Diakses melalui https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/12/Law-and-
Society-in-Transition-_-Toward-Responsive-Law-PDFDrive-.pdf pada 9 November 2025 pukul 11.36 
WIB.

https://www.researchgate.net/publication/398324948_Teori_Hukum_Era_Robert_Nonet_dan_Philip_Selznick_Serta_Relevansinya_Terhadap_Pembangunan_Berkelanjutan_di_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/398324948_Teori_Hukum_Era_Robert_Nonet_dan_Philip_Selznick_Serta_Relevansinya_Terhadap_Pembangunan_Berkelanjutan_di_Indonesia
https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/12/Law-and-Society-in-Transition-_-Toward-Responsive-Law-PDFDrive-.pdf
https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/12/Law-and-Society-in-Transition-_-Toward-Responsive-Law-PDFDrive-.pdf
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lemah batasan 
hukum

berbagai 
alternatif seperti 
insentif sistem 
kewajiban yang 
mampu 
bertahan

Moralitas Moralitas 
komunal; 
moralisme 
hukum; 
moralitas 
pembatasan"

Moralitas 
kelembagaan 
yakni 
dipenuhi 
dengan 
integritas 
proses 
hukum

Moralitas sipil; 
moralitas 
kerjasama

Politik Hukum 
subordinat 
terhadap politik 
kekuasaan

Hukum 
"indenpeden
" dari politik; 
pemisahan 
kekuasaan

Terintegrasin ya 
aspirasi hukum 
dan politik; 
keberpaduan 
kekuasaan

Harapan 
akan ketaatan

Tanpa syarat 
ketidaktaatan 
hams dihukurn 
sebagai 
pembangkangan

Penyimpana
n peraturan 
yang 
dibenarkan 
misalnya 
untuk 
menguji 
validitas 
undang-
undang atau 
perintah

Pembangkanga
n dilihat dari 
aspek bahaya 
substantif 
dipandang 
sebagai gugatan 
terhadap 
legitimasi

Partisipasi Pasif; kritik 
dilihat sebagai 
ketidaksetiaan

Akses 
dibatasi oleh 
prosedur 
baku; 
munculnya 
kritik atas 
hukum

Akses 
diperbesar 
dengan 
Integrasi 
advokasi 
hukuin dan 
social

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick menunjukkan 

perkembangan karakter hukum yang bergerak dari sifat yang paling 

koersif menuju bentuk yang semakin adaptif dan partisipatif. Hukum 

represif menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan yang 

berorientasi pada ketertiban dan ketahanan sosial, dengan legitimasi 



38

yang bersumber pada otoritas negara, penggunaan paksaan yang 

ekstensif, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat. Tahap 

berikutnya, hukum otonom, menandai upaya hukum untuk 

melepaskan diri dari dominasi politik dengan menekankan supremasi 

hukum, konsistensi prosedur, dan keadilan prosedural, meskipun 

masih cenderung formalistik dan membatasi diskresi serta partisipasi 

publik. Hukum responsif merepresentasikan tahap paling maju, di 

mana hukum diarahkan untuk mencapai keadilan substantif melalui 

fleksibilitas, integrasi dengan nilai dan aspirasi sosial, serta perluasan 

partisipasi masyarakat. Tipologi ini menegaskan bahwa kualitas 

hukum tidak hanya diukur dari kepastian dan keteraturan, tetapi juga 

dari kemampuannya merespons kebutuhan sosial, membangun 

legitimasi substantif, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam 

proses hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian 

yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh 

data primer.49

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan studi kasus (case approach), metode mengeksplorasi 

49 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya, 2004), 
hlm. 134.
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satu atau lebih kasus (individu, kelompok, institusi, atau 

fenomena) secara komprehensif dalam konteks alamiahnya untuk 

memperoleh pemahaman mendalam tentang makna dan proses 

dibaliknya.50

b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah 

penerapan dan dampak nyata dari konsekuensi protokol notaris 

yang diberhentikan tidak hormat dalam praktik di masyarakat.51

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang menjadikan kajian yang 

akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian.52 Objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah notaris yang diberhentikan dengan tidak 

hormat di Kota Semarang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek 

penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk 

mengungkap fakta-fakta di lapangan.53 Subjek penelitian dalam 

penelitian ini, yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah di Kota Semarang, dan

b. Notaris yang menolak sebagai penerima protokol notaris.

5. Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Data primer yaitu data diperoleh dari subjek penelitian melalui 

50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua Belas (Prenada Media 
Group, 2016), hlm. 133. Diakses melalui https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ 
pada 23 September 2025 pukul 17.23 WIB.

51 Ibid,.hlm. 51 - 52.
52 Ibid., hlm. 14
53 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2007), hlm. 32.

https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright
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wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan kepada subjek 

penelitian yaitu MPD dan notaris yang menolak sebagai penerima 

protokol notaris.

b. Data sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data primer 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5491

c) Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, 

Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

d) peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan 

Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini

b) Makalah dan jurnal yang berhubungan dengan Pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia
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6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan tiga cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap ahli yaitu MPD Kota Semarang 

dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

penelitian yaitu pemberhentian dengan tidak hormat merujuk pada 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 tentang 

Pemberhentian Tidak Hormat dari Jabatan Notaris.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu metode atau teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner disusun secara 

sistematis dengan pertanyaan terbuka dimana responden dapat 

memilih jawaban sesuai yang dialami dalam lembar kuesioner. 

kuesioner disusun berdasarkan pada skala likert dengan nilai 1 – 5 

dan kategori sangat setuju (ss), setuju (s), netral (n), tidak setuju (ts) 

dan sangat tidak setuju (sts). Kuesioner dalam penelitian ini 

ditujukan kepada calon notaris.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah data yang dikumpulkan untuk memperkuat 

hasil penelitian yang didapatkan. Studi kepustakaan ini berasal dari 

sumber data sekunder yang digunakan dan juga penelitian-penelitian 

terdahulu yang serupa.54



42

7. Analisis Penelitian

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian 

kepustakaan atau penelitian melalui wawancara lalu dianalisa dengan 

deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis, 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran diperoleh dari pustaka dan 

lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, 

buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.55 

Mendapat responden yamg diperoleh dengan cara interview, 

kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan 

pemecahannya dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Dan Kerangka Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Orisinalitas Penelitian

E. Kerangka Teori

F. Metode Penelitian

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

BAB II TINJAUAN PROTOKOL NOTARIS, PENYERAHAN 
PROTOKOL NOTARIS DAN KEWAJIBAN PROTOKOL NOTARIS

A. Tinjauan tentang Protokol Notaris

54 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm. 13–15.

55 Ibid,.hlm. 67 - 69. 
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1. Pengertian Protokol Notaris 

2. Fungsi dan Kedudukan Protokol Notaris

3. Jenis-jenis Protokol Notaris

4. Activa dan Pasiva yang Harus Diselesaikan Notaris

B. Tinjauan tentang Penyerahan Protokol Notaris

1. Ketentuan Penyerahan Protokol Notaris

2. Berita Acara dalam Penyerahan Protokol Notaris 

3. Tanggung Jawab Penerima Protokol Notaris

4. Penyimpanan Protokol Notaris

C. Tinjauan tentang Kewajiban Penerima Protokol Notaris

D. Tinjauan Yuridis Putusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023

BAB III IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENOLAKAN 

PENUNJUKAN SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS 

(Studi Kasus pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023)

A. Konsekuensi Hukum dalam Hal Penolakan sebagai Penerima 

Protokol Notaris.

B. Imlementasi dan Penegakan Hukum dalam Hal Penolakan sebagai 

Penerima Protokol Notaris.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan 

Saran

BAB II 

TINJAUAN PROTOKOL NOTARIS, PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS, 
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DAN KEWAJIBAN PROTOKOL NOTARIS

A. Tinjauan tentang Protokol Notaris

1. Pengertian Protokol Notaris 

Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat suatu dokumen 

penting yang berkaitan erat dengan akta-akta yang dibuatnya yaitu protokol 

notaris.56 protokol notaris merupakan kumpulan dokumen autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam menjalankan jabatannya, dan 

menurut hukum Indonesia, dokumen-dokumen tersebut termasuk dalam 

kategori arsip negara.57 Statusnya sebagai arsip negara, maka penyimpanan 

dan pemeliharaan protokol notaris menjadi tanggung jawab penuh notaris 

yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.58 Notaris 

berkewajiban menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan dokumen 

tersebut agar tidak disalahgunakan atau hilang.59

Pasal 1 Ayat 13 UUJN menyatakan bahwa protokol notaris adalah 

kumpulan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arsip negara terdiri 

dari protokol notaris, yang merupakan aset negara yang harus disimpan dan 

dipelihara dengan baik.60 Notaris harus melakukan hal ini karena protokol 

notaris yang disimpan secara konvensional rentan terhadap berbagai bahaya, 

seperti kebakaran, kehilangan, rayap, dan tinta yang luntur. 61

56 Sjaifaturachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: 
Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

57 Setiadi,Yuliana. Politik Hukum Kenotariatan (Landasan, Prinsip dan Implementasi, 
(Riau: Bravo Press Indonesia, 2025), hlm 25.

58 Tan Thong Kie., op.cit., hlm 44.
59 Yofi Permana Rahman., op. cit.,  hlm 6.
60 Habib, Adjie., Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia. Kumpulan 

Tulisan, Diakses melalui https://kubuku.id/membangun-ekosistem-hukum-kenotariatan-
indonesia/49540 pada 16 Maret 2026 pukul 19.34 WIB.

61 Wiguna Britney Azzahra, Ikhwansyah Isis dan Mayana. “Harmonisasi Peraturan 
Penyimpanan Protokol Notaris Digital,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2024). 
hlm 201. Diakses melalui https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1840/838 pada 15 

https://kubuku.id/membangun-ekosistem-hukum-kenotariatan-indonesia/49540
https://kubuku.id/membangun-ekosistem-hukum-kenotariatan-indonesia/49540
https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1840/838
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Protokol notaris dapat diartikan juga sebagai segala bentuk dokumen 

yang berhubungan dengan pekerjaan notaris yaitu, minuta akta, daftar akta 

yang telah dikeluarkan, daftar legalisasi surat-surat di bawah tangan, daftar 

surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar klapper, daftar surat wasiat, dan 

lain-lain.62

2. Fungsi dan Kedudukan Protokol Notaris

a. Fungsi Protokol Notaris

Protokol notaris sebagai arsip negara memiliki peran penting dalam 

membantu operasi pemerintahan negara. Salah satu tujuan hukum 

administrasi negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat 

untuk memperoleh kepastian hukum dan keamanan hak-hak mereka. 

Notaris untuk melindungi hak-hak perdata warga negara Indonesia 

menciptakan protokol notaris, dokumen negara yang statusnya milik 

negara, yang dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya 

perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam 

perjanjian perdata.63

Fungsi protokol notaris dalam sistem hukum Indonesia sangat 

strategis, antara lain:

1) Bukti Autentik

Protokol notaris menyimpan minuta akta yang menjadi bukti autentik 

dan sah dalam pembuktian di pengadilan. Protokol yang tersusun rapi 

(minuta akta, daftar akta, daftar akta dibawah tangan, daftar surat 

protes, daftar wasiat, daftar nama penghadap), akta yang dibuat oleh 

Maret 2026 pukul 21.30 WIB.
62 Anke Dwi Saputra, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang: 

100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.
63 Salim, H., Teknik Pembuatan Akta Satu: (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk 

dan Minuta Akta), (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm 41.
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notaris memiliki bukti autentik yang kuat.64

2) Menjamin Kepastian Hukum 

Pencatatan dan pengarsipan akta dalam protokol, hak dan kewajiban 

para pihak dapat dibuktikan dan dijaga keabsahannya. Dokumen-

akuntansinya tercatat, para pihak dapat terlindungi hak-nya dan akta 

yang dibuat dapat ditelusuri.65

3) Pelindung Hak Masyarakat

Dokumen dalam protokol digunakan untuk melindungi hak-hak 

hukum para pihak dalam transaksi hukum.66

4) Arsip Negara

Protokol notaris adalah bagian dari arsip negara yang penggunaannya 

diatur dan diawasi oleh Kementerian Hukum yang harus disimpan dan 

dipelihara oleh notaris sesuai peraturan perundang-undangan.67

5) Media Kontrol dan Pengawasan

Menilai kinerja dan integritas notaris, protokol notaris digunakan oleh 

MPN dan pemerintah untuk mengawasi aktivitas notaris.68

b. Kedudukan Protokol Notaris

Kedudukan protokol notaris secara hukum diatur dalam Pasal 62 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), 

yang menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan kumpulan dokumen 

yang merupakan arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh 

64R Juli Moertiono dan M S Yamin Lubis. “Urgensi Digitalisasi Protokol Notaris dalam 
Mendukung Reformasi Birokrasi Hukum di Indonesia,” SANKSI. Vol. 4 No. 1, (2025). hlm 345. 
Diakses melalui https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25495 pada 10 Februari 
2026 pukul 17.33 WIB.

65 Ibid. hlm 345
66 Ibid. hlm 346
67 Wiguna, Britney. Azzahra., Ikhwansyah, Isis., dan Mayana. op.cit. hlm.198
68 Akbar Hidayatullah Daud, “Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta 

yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta,” Officium Notarium,Vol.  4, No. 1, (2024). 
hlm 142. Diakses melalui https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/30756 pada 17 Maret 2026 pukul 
19.44 WIB.

https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25495
https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/30756
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notaris. Protokol notaris tidak termasuk dalam harta atau kepemilikan 

pribadi notaris, melainkan menjadi milik negara yang dikelola oleh notaris 

sebagai pejabat umum. Protokol berisi berbagai dokumen seperti minuta 

akta, daftar akta, daftar penghadap, daftar wasiat, dan lain-lain yang 

berfungsi sebagai bukti administratif dan yuridis atas segala tindakan 

hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya.69

Kedudukan protokol notaris sebagai arsip negara menunjukkan 

bahwa jabatan notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam 

pelayanan hukum perdata. Kedudukan protokol notaris memiliki dua 

dimensi utama, yakni dimensi hukum publik sebagai arsip negara dan 

dimensi hukum administrasi sebagai tanggung jawab jabatan notaris.70 

Notaris berperan sebagai custodian (penyimpan) yang berkewajiban 

menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan isi protokol. Pelanggaran 

terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif dan 

etik, sebab pengelolaan protokol mencerminkan profesionalitas dan 

integritas jabatan notaris.71

Kedudukan protokol notaris berada di antara dua dimensi hukum: 

kepemilikan publik (negara) dan tanggung jawab individual (notaris 

sebagai pejabat publik). Protokol notaris memiliki kedudukan penting 

dalam sistem kenotariatan karena menjadi bukti legalitas dan akuntabilitas 

seluruh kegiatan jabatan notaris. Notaris setelah berhenti, meninggal dunia, 

atau diberhentikan, protokol wajib diserahkan kepada notaris pengganti 

atau pejabat penyimpan protokol yang ditunjuk oleh Menteri Hukum untuk 

69 Moechthar, Oemar., Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, (Surabaya: Airlangga 
University Press, 2017), hlm 56. (Diakses melalui https://kubuku.id/detail/dasar-dasar-teknik-
pembuatan-akta/23766 pada 15 Maret 2026 pukul 02.22 WIB).

70 Habib Adji., Sesung Rusdianto dan Saleh Moh, Politik Hukum Kenotariatan, (Bandung: 
Refika Aditama, 2025), hlm 70.

71 Ibid. hlm 143

https://kubuku.id/detail/dasar-dasar-teknik-pembuatan-akta/23766
https://kubuku.id/detail/dasar-dasar-teknik-pembuatan-akta/23766
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menjamin keberlanjutan arsip negara. Protokol notaris bukan hanya 

memiliki kedudukan hukum sebagai dokumen publik, tetapi juga menjadi 

simbol kepercayaan negara terhadap jabatan notaris dalam menjaga 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 72

3. Jenis-jenis Protokol Notaris

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri antara 

lain;

a. Minuta Akta.

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol 

notaris. Asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap notaris, 

saksi-saksi, dan notaris tercantum dalam minuta akta. Minuta akta harus 

selalu dijilid atau dibendel menjadi satu buku setiap bulan dan disertakan 

dengan warkah pendukungnya yang disebut budel minuta akta.73 Sampul 

depan setiap bundel tertulis jumlah minuta akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya, karena menjadi satu-satunya dokumen asli yang dapat 

digunakan untuk menerbitkan salinan resmi, minuta akta adalah bagian 

terpenting dari protokol notaris. Pemegang protokol bertanggung jawab 

untuk melakukan perbaikan, pemulihan, atau digitalisasi minuta jika 

bagian fisiknya rusak atau rusak, dilakukan agar isi akta dapat divalidasi 

secara hukum.74

72Azzahra Kamiliya Khairunnisa, “Kedudukan dan Urgensi Pengaturan Penyampaian 
Protokol Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia,” Yustisia Tirtayasa, Vol. 5, No. 2, (2025). hlm 
111. Diakses melalui https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1446 pada 27 
Februari 2026 pukul 18.15 WIB.

73 Kumalawati Ivo Dewi, Herowati Poesoko dan Ivida D A Suci, Hukum Kenotariatan 
Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara, (Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2021), 
hlm 66. Diakses melalui https://sanampanbook.id/hukum-kenotariatan-karakteristik-minuta pada 24 
Januari 2026 pukul 15.15 WIB.

74 Hasan, Rohmat. Esa. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan 
Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi,” Officum Notarium. Vol. 4, No. 2, (2024). hlm 276. 
Diakses melalui https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/29672/18838 pada 15 Maret 2026 pukul 

https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1446
https://sanampanbook.id/hukum-kenotariatan-karakteristik-minuta
https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/29672/18838
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b. Buku Daftar Akta atau yang Disebut Repertorium

Berisi rekaman dari semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

notaris, baik dalam bentuk in originali maupun minuta akta, dengan 

nomor urut, nomor bulan, tanggal, sifat akta, dan nama para penghadap.75 

Repertorium sangat berguna untuk mencari minuta akta, terutama yang 

rusak atau sulit dibaca. Notaris penerima protokol dapat mengidentifikasi 

akta mana saja yang ada dalam arsip dengan bantuan repertorium.76

c. Buku Daftar Akta di Bawah Tangan

Daftar akta di bawah tangan juga disebut waarmeking adalah 

catatan dokumen di bawah tangan yang ditandatangani oleh notaris, baik 

yang disahkan maupun yang dibukukan, notaris harus mencatat nomor 

surat, tanggal, sifat surat, dan nama pihak.77 Waarmerking memberi 

dokumen di bawah tangan nilai formal tambahan karena notaris dapat 

melihat langsung tanda tangan para pihak. Waarmerking hanya 

meningkatkan unsur pembuktian dokumen, tidak mengubah status 

hukumnya menjadi akta sah.78

d. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper

Buku daftar nama penghadap atau klapper yaitu buku yang disusun 

menurut abjad di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, 

nomor akta, dan tanggal, dibuat sebagai buku kendali dalam asli akta 

10.33 WIB.
75 Donald Teddy Evert, Khoidin M, Ivida D A Suci dan Olvia Sahaskirana S A W, Hukum 

Kenotariatan: Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta in Originali, (Yogyakarta: 
Laksbang Pustaka, 2022), hlm 33.

76 Ibid. hlm 276
77 Budiono Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 

2013), hlm 27.
78 Abida R D dan Irha R R, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Waarmerking Akta di 

Bawah Tangan yang Pembuatannya dibantu oleh Notaris,” Jurnal Education and Development. Vol. 
9, No. 1, (2021). hlm 155. Diakses melalui https://www.neliti.com/id/publications/561997/tanggung-
jawab-notaris-terhadap-waarmerking-akta-di-bawah-tangan-yang-pembuatann pada 15 Maret 2026 
pukul 22.54 WIB.

https://www.neliti.com/id/publications/561997/tanggung-jawab-notaris-terhadap-waarmerking-akta-di-bawah-tangan-yang-pembuatann
https://www.neliti.com/id/publications/561997/tanggung-jawab-notaris-terhadap-waarmerking-akta-di-bawah-tangan-yang-pembuatann
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agar dapat mudah mencari akta yang akan dicari dikemudian hari.79

e. Buku Daftar Protes

Buku daftar protes yaitu buku untuk menulis protes jika salah 

satunya tidak dibayarkan atas pembuatan akta tersebut, dan buku tersebut 

disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib 

melaporkannya dengan keterangan nihil.80

f. Buku Daftar Wasiat

Daftar Wasiat, juga dikenal sebagai testamentenregister adalah 

catatan yang dibuat oleh notaris tentang akta-akta wasiat yang dibuat di 

hadapannya dan kemudian harus dilaporkan ke instansi berwenang. 

Notaris harus mencatat akta wasiat dalam buku daftar wasiat paling 

lambat pada tanggal 15 setiap bulan dan melaporkan daftar wasiat bulan 

sebelumnya jika tidak ada wasiat, agar pelaksanaan jabatan notaris dapat 

dipertanggungjawabkan dan agar hak ahli waris dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan memiliki kepastian hukum tentang wasiat tersebut, 

kewajiban pencatatan ini menjadi bagian dari protokol notaris.81

g. Buku Daftar Lain yang Harus Disimpan oleh Notaris Berdasarkan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.82

Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata 

kearsipan terhadap hal-hal berikut, selain buku daftar yang termasuk dalam 

protokol notaris yang disebutkan di atas:

a. Buku daftar akta harian;

79 Hasan, Rohmat. Esa. op.cit. hlm.276.
80 Ibid hlm 277
81 Sulistianingsih Dina, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaporan Akta Wasiat secara 

Elektronik,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 6, (2024). hlm 5. Diakses melalui 
.https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/841/440 pada 15 Maret 2026 pukul 
15.30 WIB).

82 Hasan, Rohmat. Esa. loc.cit.

https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/841/440
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b. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi 

buku setiap bulannya;

c. File arsip warkah akta;

d. File arsip yang berisikan copy surat di bawah tangan yang disahkan;

e. File arsip yang berisikan copy surat di bawah tangan yang dibukukan;

f. File arsip yang berisikan copy daftar protes;

g. File arsip copy collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan);

h. File arsip laporan bulanan notaris kepada MPD yang dilampiri dengan 

tanda terima dari MPD;

i. File Arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata Balai 

Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;

j. File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;

k. Buku surat masuk dan surat keluar notaris;

l. File arsip surat masuk notaris;

m. File arsip copy surat keluar notaris.83

4. Activa dan Pasiva yang Harus Diselesaikan Notaris 

Akuntabilitas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung 

jawab atas pelayanan publik, dokumen negara, dan administrasi hukum terdiri 

dari penyelesaian kewajiban notaris menjelang berakhirnya masa jabatan, 

baik karena pensiun, pengunduran diri, permintaan sendiri, atau 

pemberhentian karena alasan tertentu. Protokol notaris adalah dokumen 

penting negara yang harus dijaga keberadaan, keamanan, dan 

83 Disca Triana Dewi, Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol terhadap Kerahasiaan 
Akta jika terjadi Pengalihan Protokol. Tesis. 2020. hlm 41.
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ketertelusurannya, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan 

notaris untuk menyelesaikan semua tanggung jawab administrasi dan 

keuangan sebelum menyerahkan protokol.84

Tanggung jawab notaris tidak berhenti hanya pada pembuatan akta, 

tetapi juga mencakup kewajiban penyimpanan, penyerahan, dan 

pertanggungjawaban atas seluruh dokumen protokol notaris termasuk 

kategori arsip dinamis dan harus diserahkan dengan keadaan lengkap serta 

teratur, termasuk daftar akta dan dokumentasi keuangan pendukung, sehingga 

memastikan keberlanjutan administrasi setelah notaris berhenti menjabat.85 

Notaris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan aktiva dan pasiva, 

seperti membayar utang kepada pihak ketiga, membayar honorarium, 

bertanggung jawab atas dana titipan klien, dan melaporkan pajak, bersama 

dengan kewajiban untuk menyerahkan protokol untuk memberikan kepastian 

hukum dan melindungi masyarakat. Literatur kenotariatan menjelaskan 

bahwa, menyelesaikan masalah administrasi dan keuangan sebelum masa 

jabatan notaris diperlukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari 

karena, meskipun protokol telah diserahkan, notaris tetap bertanggung jawab 

atas akta yang dibuatnya.86

a. Aktiva Keuangan Notaris

Aktiva adalah seluruh aset atau hak ekonomi yang masih dimiliki atau 

berhak diterima oleh notaris hingga masa jabatannya berakhir.

1) Honorarium Jasa Notaris yang Belum Diterima

Honorarium notaris merupakan bagian dari hak keperdataan notaris 

84 Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, op.cit. hlm 227
85 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1982), hlm 77. Diakses melalui https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.  pada 13 
Februari 2026 pukul 14.25 WIB.

86 Anshori Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, 
(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 45.

https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=93073
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sebagai pejabat umum, namun tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas 

dan pertanggungjawaban menjelang berakhirnya masa jabatan. 

Honorarium akta yang sudah selesai tetapi belum dilunasi dan biaya 

pengecekan sertifikat dan proses administratif lain yang masih 

berjalan termasuk dalam honorarium jasa notaris yang belum 

diterima. 87

2) Aset Kantor dan Inventaris

Aset kantor merupakan bagian dari internal office administration 

yang harus dibereskan sebagai bagian dari etika profesional sebelum 

notaris berhenti. Aset kantor dan inventaris bisa berupa komputer, 

printer, brankas, arsip administrasi internal, dll.

3) Protokol Notaris sebagai Aktiva Administratif

Protokol notaris adalah arsip penting negara yang harus diserahkan 

kepada penerima protokol melalui mekanisme BAST. Protokol tidak 

boleh diperlakukan sebagai aset pribadi notaris.88

b. Pasiva Keuangan Notaris

Pasiva merupakan utang atau kewajiban hukum/finansial yang harus 

diselesaikan notaris sebelum berhenti menjabat.

1) Kewajiban terhadap pegawai dan tenaga administratif kewajiban 

ketenagakerjaan mencakup pembayaran gaji, upah lembur, tunjangan, 

bonus, dan penyediaan surat keterangan kerja bagi pegawai yang 

diberhentikan. Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip 

pertanggungjawaban administrasi, baik dalam sektor publik maupun 

87 Rachmatillah Alifah Fithri, I G A K R Handayani dan Lego Karjoko. “Efektivitas 
Mengenai Pengaturan Honorarium Notaris dalam Kode Etik Notaris dan UUJN-P,” Prosiding. 2020. 
hlm 17. Diakses melalui https://www.neliti.com/prosiding/363689/t pada 22 Januari 2026 pukul 
12.13 WIB.

88Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, op.cit.,  hlm 232

https://www.neliti.com/prosiding/363689/t
https://www.neliti.com/prosiding/363689/t
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swasta, membutuhkan kewajiban ini.89

2) Kewajiban Pajak dan Administrasi Negara

Pertanggungjawaban keuangan jabatan publik mencakup tanggung 

jawab pajak notaris.90

c. Tagihan-tagihan yang Wajib Diselesaikan Notaris

Menghindari masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait 

pertanggungjawaban keuangan dan kelengkapan administrasi, tagihan 

yang harus diselesaikan oleh notaris dan berhubungan langsung dengan 

klien saat protokol notaris diserahkan kepada notaris pengganti atau 

penerima protokol meliputi biaya administrasi, biaya jasa notaris, dan 

kewajiban pembayaran pajak yang dititipkan oleh klien.91

B. Tinjauan tentang Penyerahan Protokol Notaris

1. Ketentuan Penyerahan Protokol Notaris

Ketentuan mengenai penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 

62 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa protokol 

notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga keamanannya dan 

diserahkan ketika notaris berhenti/pensiun, diberhentikan, meninggal dunia, 

89Arfan P Sadelanuari dan Faslah, “Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Hak, 
Kewajiban, dan Tantangan,” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, (2025). hlm 
314. Diakses melalui https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/499 pada 23 
Februari 2026 pukul 17.36 WIB.

90Apriantour Tasya Febrinda, “Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Wajib 
Pajak Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial 
Humaniora, Vol. 1, No. 5, (2024). hlm. 194 Diakses melalui 
https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/401/605 pada 15 Maret 2026 pukul 17.47 
WIB

91Marsica Lestari, Pieter A Latumeten dan Aad Rusyad Nurdin, “Tanggung Jawab Notaris 
atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 
663/PID/ 2017/PT. SBY),” Indonesian Notary. Vol. 2, (2020). hlm 260. Diakses melalui 
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1319&context=notary pada 10 Maret 2026 
pukul 13.39 WIB. 

https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/499
https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/401/605
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1319&context=notary
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atau berpindah wilayah jabatan. Tujuan utama penyerahan ini adalah untuk 

memastikan bahwa dokumen kenotariatan tetap terlindungi dan terjaga 

keotentikannya, serta dapat diakses oleh masyarakat atau pihak 

berkepentingan ketika dibutuhkan. Penyerahan protokol merupakan bentuk 

tanggung jawab hukum seorang notaris kepada negara dan masyarakat dalam 

menjaga keberlanjutan arsip kenotariatan.92

Penyerahan protokol dilakukan kepada pihak yang berwenang sesuai 

dengan kondisi notaris. Notaris ketika berhalangan sementara, maka protokol 

diserahkan kepada notaris pengganti; apabila diberhentikan atau meninggal 

dunia, penyerahan dilakukan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri 

Hukum atau pejabat penyimpan protokol notaris yang ditetapkan oleh majelis 

pengawas apabila tidak ada notaris penerima dalam wilayah tersebut. Proses 

penyerahan harus dilaksanakan dengan berita acara serah terima yang 

disaksikan oleh MPD.93 MPD berperan penting sebagai lembaga pengawas 

untuk menjamin legalitas, keabsahan, serta keamanan dokumen selama proses 

penyerahan berlangsung. 94

Notaris meninggal dunia, maka protokol notaris tersebut akan 

diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana 

ketentuan Pasal 62 huruf a UUJN. Penyerahan protokol dalam hal notaris 

meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan 

oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. 

Ketentuan pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi notaris 

meninggal dunia, maka urutan-urutan yang perlu dilakukan oleh ahli waris 

92 Meyssalina Manuria Isabella Aruan, op. cit, hlm. 252.
93 Habib Adjie, Notaris Menggugat Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris 

yang telah Final ke Pengadilan Tata Usaha Negara, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 
2025), hlm 3.

94 Ibid. Hlm 253
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adalah pertama memberitahukan hal kematian notaris tersebut kepada MPD 

dalam jangka waktu maksimal 7 hari, kedua ahli waris menyerahkan protokol 

notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.95 Penyerahan protokol 

tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita 

acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang 

menyerahkan dan yang menerima protokol notaris Pasal 63 ayat (1) UUJN.96

Pasal 63 UUJN mengatur mengenai penyerahan protokol yang 

dilakukan oleh notaris yaitu: 

a. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara 

penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang 

menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. 

b. Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris 

notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. 

c. Pasal 62 huruf g, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris 

kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika 

pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. 

d. Notaris telah berakhir masa jabatannya, mengajukan pengunduran diri 

dari jabatan, tidak mampu mengemban tugas secara rohani dan jasmani 

untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih 

dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, dan diberhentikan secara 

tidak hormat, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris 

kepada notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas 

95 Febiyanti Dinda Surya, Bhim Prakoso dan Fanny Tanuwijaya, Tanggung Jawab Ahli 
Waris terhadap Protokol Notaris suatu Perbandingan Indonesia-Belanda, (Yogyakarta: Bintang 
Semesta Media, 2023), hlm 17.

96 Habib Adjie op. cit. hlm 255
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Daerah. 

e. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 

25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima 

protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. 

f. Protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62 ayat (1), Majelis 

Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris.97

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan prosedur 

penyerahan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD 

adalah sebagaimana ketentuan Pasal 62 huruf a, dan juga Pasal 63 ayat (2) 

UUJN yang intinya menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris 

dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

UUJN juga menetapkan batas waktu penyerahan protokol, batas waktu 

ini adalah tiga puluh hari sejak notaris diberhentikan, atau meninggal dunia. 

Ahli waris notaris juga dikenakan ketentuan ini, karena mereka harus 

menyerahkan protokol kepada MPD untuk diteruskan kepada notaris 

penerima. Penetapan batas waktu ini dibuat untuk menghindari dokumen 

penting yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang 

terlibat dalam akta. Notaris atau ahli waris tidak menyerahkan dokumen tepat 

waktu, mereka dapat menghadapi hukuman etik atau administratif.98

Proses penyerahan protokol dalam praktiknya juga harus memenuhi 

persyaratan administratif seperti penyusunan berita acara serah terima 

protokol notaris, daftar isi protokol, dan persetujuan dari MPD yang 

selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) serta 

97 Safiera Amalia. “Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima terhadap 
Penyerahan Protokol Notaris (Studi Kasus di MPD Kota Bima).” Tesis. 2019. hlm 4.

98 Yofi Permana Rahman op.cit., hlm. 14.
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Kementerian Hukum. Tahapan administrasi tersebut bertujuan untuk 

menjamin akuntabilitas dan transparansi proses serah terima, sekaligus 

sebagai alat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi 

data kenotariatan. MPD dalam konteks ini berfungsi tidak hanya sebagai saksi 

formal.99

Ketentuan penyerahan protokol tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, 

Notaris yang bersangkutan dapat menghadapi konsekuensi hukum. Notaris 

ketika terbukti bahwa pelanggaran protokol menyebabkan kerugian atau 

kehilangan dokumen negara.100 Kegagalan untuk menyelesaikan penyerahan 

protokol merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika profesi notaris 

sebagai pejabat publik yang dianggap menjaga stabilitas hukum. Penyerahan 

protokol merupakan tanggung jawab profesional dan moral seorang notaris 

kepada negara dan masyarakat, ini juga merupakan tanggung jawab 

administratif.101

2. Berita Acara dalam Penyerahan Protokol Notaris

Berita acara serah terima protokol notaris yang dibuat oleh MPD 

mencakup informasi dan data tentang protokol yang diserahkan, identitas 

notaris yang menyerahkan dan yang menerima, serta tanggal dan lokasi 

acara.102 Dokumen ini, bersama dengan akta dan dokumen lain yang terkait, 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bukti sah penyerahan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.103

99 Zalfa Ayu Pramesta, “Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang Menolak Protokol Notaris 
di Kabupaten Sleman,” Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 2, (2024). hlm 74. Diakses 
melalui http://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/125 pada 11 Maret 2026 
pukul 20.20 WIB.

100 Habib Adjie, Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia, 
(Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm 91.

101 Azzahra Kamiliya Khairunnisa. op.cit. hlm. 112
102 Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Cetakan 1, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 2.

http://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/125
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Pasal 63 UUJN juncto Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 juncto 

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penerima 

Protokol Notaris, prosedur pemberhentian notaris sebagaimana telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan memberikan pengertian bahwa berita 

acara serah terima protokol notaris merupakan suatu dokumen yang demikian 

pentingnya dipenuhi oleh seorang notaris yang akan melaksanakan 

penyerahan protokol notaris demi terwujudnya perlindungan hukum, 

kepastian hukum serta mencapai system admisitrasi yang baik terhadap 

protokol notaris yang merupakan bagian dari arsip negara.104

Urgensi kewajiban notaris dalam membuat berita acara serah terima 

ketika terjadi penyerahan protokol notaris adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi para 

pihak dalam akta notaris.

b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku para pihak, notaris 

pemilik protokol notaris, notaris penerima protokol notaris, adapun 

kepastian hukum yang dimaksud antara lain: 

1) Masyarakat Selaku Para Pihak dalam Akta

Masyarakat selaku para pihak dalam akta memiliki hak untuk 

mendapatkan salinan akta dari akta yang sebelumnya telah dibuat di 

hadapan notaris selaku pejabat umum, sebagaimana tujuan masyarakat 

dalam membuat akta lazimnya adalah untuk menciptakan suatu alat 

bukti autentik.

2) Notaris Pemilik Protokol Notaris

Notaris pemilik protokol notaris sebagai pejabat yang membuat akta 

103 Lubis Irwansyah, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis 
dan Mudah Taat Hukum Buku 3, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm 19.

104 Safiera Amalia, op. cit. hlm 93.
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memiliki tanggung jawab langsung terhadap akta yang dibuatnya, 

termasuk dalam hal notaris telah berhenti dari masa jabatannya. Pasal 

15 UUJN telah menentukan bahwa notaris wajib menyimpan protokol 

notaris dan melindungi dokumen tersebut, dalam melaksanakan 

amanat tersebut, perlu dilaksanakan penyerahan protokol notaris 

dengan menggunakan berita acara serah terima yang secara tertulis 

menuangkan bahwa notaris sebelum berhenti dari jabatannya telah 

melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan perlindungan 

terhadap arsip negara yang kemudian kewajiban daripadanya akan 

dilakukan oleh notaris penerima protokol notaris. Tanggung jawab 

notaris melekat pada dirinya selama notaris yang bersangkutan masih 

hidup, ketika terjadi penyerahan protokol notaris, berita acara serah 

terima protokol notaris akan memuat jumlah minuta akta dan segala 

keterangan terkait akta tersebut, jumlah akta yang didaftarkan 

(waarmeking), jumlah akta wasiat, dan lain sebagainya sebagaimana 

telah ditentukan dalam UUJN.105 

3) Notaris Penerima Protokol Notaris 

Kewajiban notaris penerima protokol notaris adalah menerbitkan 

salinan akta dari protokol notaris yang telah diterimanya demikian 

telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, termasuk di 

dalamnya notaris memiliki kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan 

terkait dokumen protokol notaris yang diterimanya maupun 

berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara dengan baik 

dokumen tersebut.106 Berita acara serah terima memuat terkait segala 

105 Aman Syafrin S, Aspek Hukum tentang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris, (Indramayu: 
Penerbit Adab, 2025), hlm 72. Diakses melalui https://books.google.co.id/books/Aspek_Hukum 
pada 10 Februari 2026 pukul 09.25 WIB.

https://books.google.co.id/books/Aspek_Hukum_tentang_Hak_dan_Kewajiban_In
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kondisi terhadap dokumen yang diterimanya, sehingga bilamana 

terdapat kesalahan dari minuta akta dari protokol notaris, maupun 

terdapat minuta akta hilang, hal tersebut dituangkan dalam berita 

acara serah terima, hal tersebut memberikan kepastian hukum kepada 

notaris penerima protokol notaris mengenai letak pertanggung 

jawaban terhadap akta.

c. Mendukung sistem administrasi pemerintah khususnya Kementerian 

Hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan 

terhadap jabatan notaris yang lebih lanjut saat ini dilaksanakan oleh MPN 

yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan menteri.107 Notaris wajib 

memberikan salinan berita acara serah terima protokol notaris berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Penunjukan 

Penerima Protokol Notaris kepada menteri sebagai dokumen pendukung 

bahwa memang telah dilaksanakan penyerahan protokol notaris yang 

memberikan kepastian hukum atas tanggungjawab terhadap suatu akta 

notaris.

d. Memberikan kepastian terkait hak dan kewajiban yang timbul akan 

adanya penyerahan protokol notaris bagi notaris penerima protokol 

notaris maupun notaris yang menyerahkan protokol notaris.108

3. Tanggung Jawab Penerima Protokol Notaris

Notaris ketika berhenti, diberhentikan, cuti, atau meninggal dunia, 

protokol notaris harus dialihkan kepada notaris lain. Menurut UUJN dan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata 

106 Husni Thamrin dan M Khoirin, Hukum Notariat dan Pertanahan Kewenangan Notaris 
dan PPAT Membuat Akta Pertanahan, (Yogyakarta: LaksBang. Justitia, 2021), hlm 57. 

107 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris: Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, 
(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 90.

108 Ibid, hlm 92.
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Cara Pengelolaan Protokol Notaris, penerima protokol adalah pejabat penting 

yang ditunjuk untuk menjaga, memelihara, dan mengelola protokol. Notaris 

yang menerima protokol memikul tanggung jawab hukum dan administratif 

untuk menjaga integritas dokumen negara.109 Kedudukan penerima protokol 

bersifat administratif dan tidak merubah status kepemilikan protokol, karena 

protokol tetap menjadi dokumen negara yang wajib dijaga keasliannya oleh 

pejabat yang ditunjuk.110

a. Tanggung Jawab Hukum Penerima Protokol Notaris

1) Menjaga Keamanan, Keutuhan dan Kerahasiaan Minuta Akta

Penerima protokol wajib menjaga keamanan fisik minuta akta agar 

tidak rusak, hilang, atau berubah. Pasal 62 ayat (1) UUJN, penerima 

protokol bertanggung jawab penuh atas seluruh protokol yang 

diberikan kepadanya. Pengamanan fisik dan pencegahan akses ilegal 

adalah bagian dari tanggung jawab ini.111

2) Kewenangan Mengeluarkan Salinan, Kutipan, dan Grosse Akta

Pasal 63 ayat (5) UUJN, penerima protokol memiliki otoritas untuk 

mengeluarkan salinan, kutipan, dan grosse akta dari minuta yang 

berada dalam penguasaannya.112 Tindakan ini tidak dapat dilakukan 

secara otomatis, dan perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 

54 ayat (1) UUJN. Notaris harus memastikan bahwa permintaan untuk 

penerbitan salinan berasal dari pihak yang memiliki status hukum, 

109 Siahaan, Rudy. H., Rini, I. S., Bacharudin., Mustofa, A. B., Agus, S., Fitria, D. N., 
Sunard., Rika, B. Antawati., Feri., Husein, A., Ranti, F. Mayana. Setijati, S., Habib, A., dan Pipit, 
U., Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm 8.

110 Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018), hlm 13-26. Diakses melalui 
https://books.google.co.id/books/Karakteristik_Jabatan_Notaris_Di_Indones pada 21 Januari 2026 
pukul 17.21 WIB.

111 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. hlm 23
112 Ibid. hlm 25.

https://books.google.co.id/books/Karakteristik_Jabatan_Notaris_Di_Indonesir_esc=y
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mereka juga harus mencatat semua permintaan tersebut dalam buku 

repertorium salinan.113

3) Pertanggungjawaban Hukum atas Kerusakan atau Kehilangan Protokol

Penerima protokol dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

administratif, perdata, atau pidana jika terbukti tidak melakukannya 

dengan benar. Kelalaian yang menyebabkan minuta akta hilang atau 

rusak dapat mengakibatkan kehilangan alat bukti asli yang memiliki 

nilai bukti tertinggi.114

a) Tanggungj Jawab Administratif

Majelis pengawas dapat memberikan sanksi administratif kepada 

notaris, yang dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian 

sementara, dengan hormat, atau dengan tidak hormat.115

b) Tanggung Jawab Perdata

Notaris wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian yang diderita 

oleh pihak yang berkepentingan (klien atau ahli warisnya) terbukti 

akibat kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjaga protokol. 

Ganti rugi ini didasarkan pada prinsip hukum perdata.116

b. Tanggung Jawab Administratif Penerima Protokol Notaris 

1) Pengelolaan Kearsipan

Penerima protokol notaris penerus atau pejabat lain yang ditunjuk 

untuk menyimpan arsip notaris yang sudah pensiun atau meninggal, 

memiliki kewajiban hukum yang ketat untuk menyimpan dan 

113 Ibid. hlm 22.
114 Ahyar Ari Gayo, Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana), 

(Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020), hlm. 155.
115 Muhammad Faisal Nasution, Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris 

terhadap Protokol notaris yang Hilang Atau Rusak. Tesis. 2017. 
116 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op cit 

hlm 11.
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memelihara semua dokumen yang termasuk dalam kategori protokol 

notaris. Penyimpanan repertorium, minuta akta, surat di bawah tangan, 

protes, dan wasiat termasuk dalam tanggung jawab ini. Penyimpanan 

dokumen harus dilakukan di ruang arsip yang memenuhi persyaratan 

keamanan dokumen, yaitu terlindung dari air, api, dan akses tidak 

sah.117

2) Pencatatan Serah Terima Protokol

Memberikan kepastian administrasi dan mencegah sengketa terkait 

jumlah atau keberadaan protokol, pihak yang menerima protokol harus 

membuat Berita Acara Serah Terima (BAST), yang mencatat rincian 

tentang protokol yang diterima, termasuk jumlah, tahun, dan 

jenisnya.118

3) Laporan Berkala kepada Majelis Pengawas

Bagian dari proses pengawasan, penerima protokol harus melaporkan 

kepada MPD secara berkala tentang kondisi protokol, penerbitan 

salinan, dan temuan kerusakan atau kehilangan dokumen. Sistem 

kenotariatan menjelaskan, kewajiban ini menjadi salah satu alat kontrol 

yang digunakan.119

4) Pengelolaan File Salinan dan Arsip Digital

Wewenang penerima protokol untuk menyimpan dan memelihara 

dokumen digital atau salinan akta, melakukan backup data, 

117 Nurin Dyasti Pratiwi, Dominikus Rato dan Moh Ali. “Kewenangan Majelis Pengawas 
Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara,” Jurnal Syntax 
Transformation. Vol. 3, No. 2, (2022). hlm 291. Diakses melalui 
https://pdfs.semanticscholar.org/c215/ pada 17 Maret 2026 pukul 20.47 WIB.

118 Kurniati Dea Eling, Elwi Danil dan Yasniwati. “Implementasi Ketentuan tentang Serah 
Terima Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru,” Unes Journal of Swara 
Justisia, Vol. 9, No. 1, (2025). hlm 14. Diakses melalui 
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/633 pada 01 Maret 2026 pukul 19.33 WIB.

119 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op cit 
hlm 28.

https://pdfs.semanticscholar.org/c215/e3ca413e7be0f4bcc2bc0d5308183cd7f29a.pdf
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/633


65

menerapkan sistem keamanan digital, dan memastikan data tidak bocor 

adalah semua bagian dari pengelolaan ini. Kemajuan teknologi seperti 

tanggung jawab digital ini menjadi komponen penting untuk 

memastikan bahwa dokumen asli.120

Pasal 66A UUJN, tanggung jawab penerima protokol notaris memiliki 

dasar hukum yang kuat. Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum atau 

MPD untuk menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol notaris yang 

telah berhenti, meninggal dunia, atau diberhentikan adalah penerima protokol 

notaris. Status penerima protokol sementara, mereka bertanggung jawab 

secara hukum penuh atas keamanan dan integritas dokumen yang dikirim. 

Protokol notaris adalah arsip negara dan bukan milik notaris sendiri, oleh 

karena itu setiap orang yang menyimpannya harus menjamin kerahasiaan dan 

integritas dokumen tersebut.121

Bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga dokumen fisik 

protokol notaris, seperti minuta akta, daftar akta, daftar surat di bawah tangan, 

daftar nama penghadap, dan daftar wasiat, adalah penerima protokol notaris. 

Protokol notaris harus disimpan di tempat yang aman dan dilindungi agar 

tidak rusak, hilang, atau digunakan tanpa izin. Orang yang menerima protokol 

memiliki tanggung jawab administratif, mereka harus mencatatnya dalam 

berita acara resmi dan melaporkannya kepada MPD dan Kementerian 

Hukum. Dokumen hilang atau rusak maka, penerima protokol dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum sesuai tingkat kelalaiannya, termasuk sanksi 

administratif dan etika.122

120 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perbahan Undang-
Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. hlm 5.

121 Meyssalina Manuria Isabella Aruan, op.cit. hlm. 253
122 Ibid hlm 254
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Penerima protokol juga memiliki tanggung jawab etik dan moral 

sebagai sesama pejabat publik dalam profesi kenotariatan. Penerima protokol 

dituntut menjaga kerahasiaan isi akta yang termasuk dalam protokol yang 

diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang 

melarang notaris membuka isi akta kepada pihak yang tidak 

berkepentingan.123 Pelanggaran terhadap asas kerahasiaan ini dapat 

mencederai kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan merusak 

kredibilitas lembaga kenotariatan itu sendiri, oleh karena itu, penerima 

protokol berkewajiban memegang prinsip integritas, akuntabilitas, dan 

loyalitas terhadap sumpah jabatan notaris.124

Penerima protokol juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi akses 

hukum bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap dokumen 

dalam protokol tersebut. Akta lama yang dibuat oleh notaris sebelumnya 

diperlukan kembali untuk pembuktian hukum, penerima protokol wajib 

membantu dengan menyediakan salinan yang sah. Tanggung jawab penerima 

protokol juga meluas ke aspek transformasi arsip ke bentuk elektronik (e-

protokol) guna menjamin efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses tanpa 

mengurangi keaslian dokumen.125 Fungsi penerima protokol bukan hanya 

sebagai penjaga arsip, tetapi juga sebagai penghubung antara dokumen negara 

dan kepentingan hukum masyarakat.126

123 Bayusuta Clive, Putu A. S. W, Ni. L. M. M dan I Wayan K. J. Utama, Kewajiban 
Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Notaris (Implikasi Sertifikasi Dokumen dengan Sistem Apostille, 
(Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), hlm 18-19.

124 Azzahra Kamiliya Khairunnisa. op.cit. hlm. 108
125 Weshna P A Sriasih, Kadek F S Putra dan Nyoman Sujana, Hukum Cyber Notary 

Legalitas Akta Notaris dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary debagai Alat Bukti dalam 
Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 
hlm 55.

126 Surya M J K, Nazilah M, Nerssa P dan Adetya F “Urgensi  Penyimpanan  Protokol  
Notaris  secara  Elektronik  dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia,” Unes Law Review. Vol. 6, 
No. 3, (2024). hlm 8342. Diakses melalui https://review-unes.com/law/article/view/1719/1408 pada 
15 Maret 2026 pukul 21.53 WIB)

https://review-unes.com/law/article/view/1719/1408
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Bentuk tanggung jawab notaris penerima protokol;

a. Tanggung Jawab terhadap Diri Sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut setiap orang untuk 

menyadari dan memenuhi tanggung jawabnya sendiri untuk 

mengembangkan kepribadian manusia pribadi, dengan demikian dia dapat 

memecahkan masalah kemanusiaan karena sifat dasar manusia adalah 

manusia yang bermoral dan juga individu. Orang-orang memiliki 

pendapat, perasaan, dan angan-angan mereka sendiri sebagai individu, dan 

karenanya mereka bertindak dan bertindak seperti yang mereka lakukan, 

dalam hal ini manusia selalu melakukan kesalahan dan kekeliruan, baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja.127

b. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial harus berkomunikasi dengan 

orang lain karena mereka membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain, jadi manusia di sini adalah anggota 

masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalamnya. 

Kemungkinan bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat 

atas semua tindakannya.

c. Tanggung Jawab terhadap Bangsa dan Negara

Individu adalah warga negara suatu negara. Berpikir, bertindak, 

berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-

ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya 

sendiri, bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab 

kepada negara.

127 Sonbai E A Putri Korassa, Ni Luh Made Mahendrwat dan Ida Bagus Agung P Santika, 
Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan 
Notaris, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 97-114.
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d. Tanggung Jawab terhadap Tuhan

Tuhan tidak menciptakan manusia tanpa tanggung jawab. 

Mengabaikan perintah-Nya, mereka meninggalkan tanggung jawab mereka 

terhadap Tuhan sebagai penciptanya, untuk memenuhi tanggung jawab ini, 

manusia harus mengorbankan sesuatu.

e. Tanggung Jawab Moral

Moral adalah sistem yang terdiri dari ajaran (agama) dan paham 

(ideologi) yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman 

untuk bersikap dan bertindak baik. Tujuan moral adalah mengarahkan 

sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan ajaran dan paham yang 

mereka anut. Keuntungan moral adalah menjadi pedoman untuk bersikap 

dan bertindak baik dalam interaksi dengan orang lain, jika seseorang tidak 

memiliki moral, mereka akan bertindak tidak sesuai dengan kebiasaan dan 

nilai-nilai sosial di mana mereka hidup dan mencari penghidupan.128

f. Tanggung Jawab kepada Organisasi

Notaris memiliki tanggung jawab moral. Akta agar dapat dibuat 

dan diakui sebagai autentik, notaris harus melakukan tugas dan 

kewajibannya dengan baik.129

4. Masa Penyimpanan Protokol Notaris

Tugas utama notaris sebagai pejabat umum adalah menyimpan 

protokol notaris. Minuta akta, daftar akta, dan dokumen pendukung lainnya 

adalah contoh dokumen yang berfungsi sebagai bukti autentik dalam sistem 

hukum Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 

128 I Made Hendra Kusuma, Problematik Notaris dalam Praktik, (Bandung: PT. Alumni, 
2019), hlm. 31.

129 Eko Permana Putra, Yuliandri dan Azmi Fendri, “Kedudukan dan Tanggung Jawab 
Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia,” ALHURIYAH, Vol. 5, No. 1, (2020). 
hlm 64. Diakses melalui https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/2608 pada 07 
Maret 2026 pukul 12.33 WIB.

https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/2608
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN-P), protokol harus disimpan selama masa jabatan 

notaris dan diberikan kepada majelis pengawas jika notaris berhenti atau 

meninggal dunia. Masalah serius timbul dalam praktik pengelolaan protokol 

yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun. Notaris mempunyai jangka waku 

dalam melakukan kewajibannya dalam menyimpan dan memelihara protokol 

notaris yaitu hingga umur 65 tahun.130

Pasal 63 ayat 5 UUJN-P tersebut menyatakan secara tidak langsung 

bahwa MPD mempunyai kewajiban untuk menyimpanan protokol notaris 

yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih apabila terdapat 

notaris yang menolak sebagai penerima protokol notaris. Protokol notaris 

yang diserahkan kepada MPD setelah 25 tahun atau lebih akan diteruskan ke 

lembaga kearsipan yang berwenang. Arsip Nasional Republik Indonesia 

(ANRI) di tingkat pusat atau arsip daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau 

kota. Arsip ini akan menyimpan protokol notaris tersebut secara permanen 

karena memiliki nilai guna hukum dan sejarah yang tinggi sebagai arsip 

negara. Tidak ada batas waktu yang ditentukan di sini, seperti lima atau 

sepuluh tahun, tetapi disimpan sebagai catatan permanen.131

C. Tinjauan tentang Kewajiban Penerima Protokol Notaris

UUJN menjelaskan, dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai 

kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16, 

yaitu: 

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

130 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op cit 
hlm 23.

131 Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. hlm 40.
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2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 

dari Protokol notaris; 

3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta 

akta; 

4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya;

5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat 

dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu 

buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada 

sampul setiap buku; 

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya 

surat berharga;

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan;

9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) 

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; 

10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 

11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia 

dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 
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kedudukan yang bersangkutan; 

12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 

2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris;

13. Menerima Magang Calon Notaris.132

Notaris dengan berlandaskan UUJN  sudah  memiliki  kewajiban  untuk  

menjaga kerahasiaan  data  terkhusus  pada  kerahasiaan  akta.  Kewajiban  hukum 

notaris  dalam  penyimpanan  data  pribadi  sebagai  pengendali  data  pribadi  

tentu akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban  hukum  notaris  dalam  penyimpanan  dan  

pemrosesan  data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada 

UU PDP.133 Segala   pemrosesan   dan pengumpulan   data   pribadi   harus 

mengikuti  ketentuan  dari  UU PDP.  Banyak  kewajiban  yang harus  dilakukan  

oleh  notaris  dalam  konteks  UU PDP.  Kewajiban  untuk mejaga kerahasiaan 

data pribadi tentu menjadi hal yang utama, selain itu pula data pribadi yang 

digunakan harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.134

Notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik, protokol 

notaris harus disimpan dan diserahkan, selain berfungsi sebagai arsip 

administratif, protokol notaris juga berfungsi sebagai alat hukum yang menjaga 

stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.135 Kelalaian 

132 Agustin Rifiana, Yetniwati dan Diana Amir, “Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta 
Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegrasi di Era Globalisasi,” Wajah Hukum. Vol. 6, No. 2, 
(2022). hlm 197. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/365476115_  pada 21 
Februari 2026 pukul 14.17 WIB.

133 Hitaminah Khusnul, Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris yang Disimpan secara 
Elektronik dalam Konsep Cyber Notary, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024), hlm 67.

134 R Budi Prabowo Wicaksono, “Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Prbadi secara 
Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia,” Jurnal Hukum 
Kenotariatan. Vol. 5, No. 2, (2023). hlm 216. Diakses melalui 
https://www.researchgate.net/publication/374096689_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_MENJA
GA_DATA_PRIBADI_SECARA_DIGITAL_PERSEPEKTIF_UNDANG-
UNDANG_PERLINDUNGAN_DATA_PRIBADI_INDONESIA pada 12 Februari 2026 pukul 
20.20 WIB

https://www.researchgate.net/publication/365476115_Kewajiban_Notaris_dalam_Pembuatan_Akta_Guna_Mewujudkan_Notaris_yang_Berintegritas_di_Era_Globalisasi
https://www.researchgate.net/publication/374096689_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_MENJAGA_DATA_PRIBADI_SECARA_DIGITAL_PERSEPEKTIF_UNDANG-UNDANG_PERLINDUNGAN_DATA_PRIBADI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/374096689_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_MENJAGA_DATA_PRIBADI_SECARA_DIGITAL_PERSEPEKTIF_UNDANG-UNDANG_PERLINDUNGAN_DATA_PRIBADI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/374096689_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_MENJAGA_DATA_PRIBADI_SECARA_DIGITAL_PERSEPEKTIF_UNDANG-UNDANG_PERLINDUNGAN_DATA_PRIBADI_INDONESIA
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dalam memenuhi kewajiban protokol memiliki konsekuensi hukum yang 

signifikan, baik untuk kelangsungan pembuktian akta maupun untuk pemenuhan 

hak-hak para pihak yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap kewajiban terkait 

protokol notaris dapat menimbulkan konsekuensi dan sanksi.

1. Konsekuensi Hukum 

Konsekuensi hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya 

kewajiban penyimpanan maupun penyerahan protokol notaris merupakan isu 

krusial dalam menjaga integritas dan kepastian hukum jabatan notaris.

a. Hilangnya Alat Bukti Autentik

Ketidakmampuan pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan 

protokol notaris yang telah meninggal dunia untuk menyerahkannya, 

grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta tidak dapat diberikan, 

diperlihatkan, atau diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan 

langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. 

Pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang 

bersangkutan akan menjadi sulit dalam proses peradilan.136

b. Resiko Kepastian Hukum dan Akses Keadilan Berkurang

Protokol notaris tanpa kepastian hukum bagi pihak yang mengandalkan 

akta berkurang, hal ini dapat menyebabkan sengketa, penolakan hak, atau 

bahkan masalah hukum yang berkelanjutan. Publik maupun pengguna jasa 

notaris dapat mengalami kerugian hukum, untuk menjaga fungsi 

kenotariatan dan perlindungan hukum masyarakat, protokol harus 

135 Lubis Irwansyah, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis 

dan Mudah Taat Hukum Buku 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm 29.
136 Nada Syifa Rangkuti, “Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Terunda karena Notaris 

Meninggal Dunia di Kota Medan”, Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum. Vol. 1, No. 2, (2023). 
hlm 68. Diakses melalui https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/123 
pada 13 Maret 2026 pukul 23.32 WIB.

https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/123
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disimpan sebagai arsip negara, menurut literatur. Alat bukti yang ideal 

adalah akta notaris, keterlibatan pembuktian ini sangat bergantung pada 

keberadaan protokol asli secara fisik. Protokol hilang atau rusak, kepastian 

hukum bagi pihak yang mengandalkan undang-undang tersebut akan 

hilang, yang dapat mengakibatkan sengketa dan kerugian hukum.137

c. Tanggung Jawab Perdata terhadap Kerugian

Hilangnya, rusaknya, atau tidak tersedianya protokol notaris 

mengakibatkan kerugian material maupun immaterial bagi pihak yang 

berkepentingan, maka pihak yang dirugikan seperti klien, ahli waris, atau 

pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi secara perdata terhadap notaris 

atau penerima protokol yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. 

Kerugian tersebut dapat berupa terhambatnya pembuktian hak milik, 

kesulitan memperoleh salinan akta untuk keperluan transaksi atau warisan, 

hingga kerugian ekonomi akibat tertundanya proses administratif atau 

bisnis yang mensyaratkan akta autentik. Notaris atau penerima protokol 

jika terbukti tidak mengikuti peraturan kehati-hatian yang ditentukan 

dalam UUJN, kehilangan minuta akta sebagai bagian dari protokol dapat 

dianggap sebagai kelalaian atau perbuatan melawan hukum dari sudut 

pandang hukum perdata, dengan demikian, selama terdapat hubungan 

kausal antara kelalaian tersebut dan kerugian yang ditimbulkan.138

2. Sanksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN 

Perubahan) mengatur jenis pemberhentian notaris di Indonesia. Pasal 16 ayat 

137 Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, op.cit., hlm 226
138 Lely Herlina, Analisis Yuridis terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta 

Akta. Tesis. 2016. hlm 7 
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(11) menjelaskan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi 

berupa:

a. Peringatan Tertulis 

Peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang diberikan 

kepada notaris sebagai bentuk pembinaan atas pelanggaran kewajiban 

jabatan. Sanksi ini berfungsi sebagai teguran resmi dari MPN agar notaris 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulanginya, 

meskipun tidak menghilangkan kewenangan jabatan, peringatan tertulis 

memiliki akibat yuridis sebagai catatan pengawasan yang dapat menjadi 

dasar penjatuhan sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran kembali 

terjadi.139

b. Pemberhentian Sementara

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari 

jabatannya adalah tahap berikutnya setelah teguran lisan dan tertulis. 

Skorsing atau pemberhentian sementara dari jabatan notaris menunggu 

pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Notaris tidak boleh melakukan 

pekerjaannya sementara menunggu hasil pemeriksaan majelis pengawas. 

Hasil pemeriksaan dapat menyebabkan notaris dikembalikan ke 

pekerjaannya.140 

c. Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian ini bersifat terhormat karena tidak disebabkan oleh 

pelanggaran, melainkan demi menjaga kualitas pelayanan dan 

profesionalitas jabatan.141 Proses ini juga memastikan regenerasi jabatan 

139 Adjie Habib, op.cit. hlm.213.
140 Ibid., hlm.214.
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notaris berjalan sehat dan berkelanjutan. Pemberhentian dengan hormat 

merupakan bentuk penghentian jabatan yang dilakukan tanpa adanya 

pelanggaran hukum atau etik, melainkan karena alasan alamiah atau 

administratif.142

d. Pemberhentian Tidak Hormat

Salah satu sanksi terberat yang dapat diterima notaris adalah 

pemecatan dengan tidak hormat. Notaris ketika melakukan pelanggaran 

berat terhadap hukum, kode etik, atau perbuatan tercela yang 

membahayakan martabat jabatan mereka.143 Pemberhentian dengan tidak 

hormat memiliki konsekuensi serius, termasuk kehilangan jabatan dan 

dicoret dari daftar anggota Ikatan Notaris Indonesia.144

D. Tinjauan Yuridis Putusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum administratif yang 

menjadi dasar pemberhentian tidak hormat seorang notaris dari jabatannya. 

Kedudukan dan implikasi hukum keputusan tersebut terhadap proses penyerahan 

dan penunjukan penerima protokol notaris, diperlukan tinjauan yuridis yang 

menelaah landasan normatif, kewenangan penerbitan, serta akibat hukumnya.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 merupakan bentuk kewenangan administratif 

141 Putra A R, Khairunnisa, Indira S G Bhakti dan Devin I Jinoto, Hukum Kenotariatan di 
Indonesia, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2026), hlm 41.

142 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op.Cit. 
hlm 5.

143 Habib Adjie, Keadilan Bagi Notaris: Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan secara 
Tidak Hormat, (Malang: Setara Press, 2024), hlm 27.

144 Shintia Latifa, Khairani dan Syofirman Syofyan, “Penegakan Hukum terhadap Notaris 
yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang),” Unes Journal of 
Swara Justtisia, Vol. 9, No. 1, (2025). hlm 102. Diakses melalui 
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/637/440 pada 09 Maret 2026 pukul 21.44 
WIB.

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/637/440
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negara dalam menegakkan disiplin jabatan notaris, khususnya ketika terjadi 

pelanggaran serius yang mengganggu integritas jabatan dan keamanan protokol 

notaris. Notaris tunduk pada ketentuan UUJN dan dapat dikenakan sanksi 

administratif berupa pemberhentian apabila terbukti melanggar kewajiban 

profesinya, yang secara yuridis memberikan konsekuensi terhadap kedudukan 

akta maupun pengelolaan protokol yang ditinggalkan.145 Keputusan menteri ini 

juga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga memiliki akibat 

hukum langsung bagi para pihak dan dapat digugat apabila dianggap tidak sesuai 

prosedur atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.146

Keputusan tersebut berlandaskan ketentuan UUJN yang memberikan 

kewenangan kepada menteri untuk menjatuhkan pemberhentian tidak hormat 

apabila notaris terbukti melanggar kewajiban jabatan, termasuk kewajiban 

menjaga protokol dan menjamin kepastian hukum atas akta yang dibuatnya.147 SK 

ini tidak hanya menjadi instrumen sanksi administratif, tetapi juga merupakan 

bentuk penguatan fungsi pengawasan negara terhadap jabatan notaris untuk 

memastikan profesionalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat, berikut 

adalah landasan yuridis yang digunakan dalam menentukan keputusan dalam 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.58.AH.02.04 

Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan regulasi yang 

menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

145 Lolita Salsabila, Dhimas Nur M. Ruata dan Kren Saesar Tauhid Akbar, “Akibat Hukum 
Pemberhentian Tidak Hormat kepada Notaris terhadap Akta-akta yang telah Dibuatnya,” UNES Law 
Review, Vol. 6, No. 3, (2024), hlm. 112. Diakses melalui https://review-
unes.com/index.php/law/article/view/2242 pada 07 Maret 2026 pukul 11.21 WIB.

146 Alfika Salsa Qurrotulaini, Komariah dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Analisis Yuridis 
Normatif Putusan Pencabutan Jabatan Notaris tanpa Pemberian Salinan Akta (Putusan PTUN No. 
235/G/2019/PTUN.KT),” Indonesia Law Reform Journal, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 78. Diakses 
melalui https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22194 pada 26 Februari 2026 pukul 
23.56 WIB. 

147 Habib Adjie, op. cit, hlm. 120 – 123. 

https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2242
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2242
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22194


77

(UUJN) melalui sejumlah perubahan mendasar terkait penguatan kedudukan, 

fungsi, dan kewenangan notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, pengaturan mengenai protokol notaris masih bersifat umum dan 

terbatas. Protokol notaris dipahami sebagai kumpulan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan jabatan notaris dan wajib disimpan oleh notaris sebagai 

pejabat umum. undang-undang ini belum mengatur secara rinci mengenai 

mekanisme pengelolaan protokol, standar tanggung jawab notaris terhadap 

protokol, serta prosedur penyerahan atau pengalihan protokol notaris dalam 

keadaan tertentu, seperti notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi 

menjalankan jabatannya.

Perbedaan mendasar muncul dalam UUJN dan UUJN-P, di mana 

pengaturan mengenai protokol notaris diperjelas dan diperkuat secara normatif. 

Undang-undang ini menegaskan protokol notaris sebagai arsip negara yang 

memiliki nilai hukum dan kepentingan publik, sehingga pengelolaannya tidak 

semata-mata menjadi tanggung jawab pribadi notaris. UUJN-P mengatur secara 

lebih rinci mengenai kewajiban notaris dalam menjaga keamanan dan keutuhan 

protokol, tata cara penyerahan protokol kepada notaris pengganti, notaris 

penerima protokol, atau majelis pengawas, serta memberikan dasar hukum yang 

lebih jelas bagi pengawasan negara terhadap protokol notaris.148

Perbedaan utama kedua undang-undang tersebut terletak pada tingkat 

perincian dan penegasan tanggung jawab hukum terhadap protokol notaris. UUJN 

masih bersifat konseptual, sedangkan UUJN-P menghadirkan pengaturan yang 

lebih operasional dan responsif terhadap kebutuhan kepastian hukum serta 

perlindungan arsip kenotariatan.

148 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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1. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian 

dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 diterbitkan untuk 

memberikan pedoman yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai proses 

pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, serta perpanjangan masa 

jabatan notaris. Regulasi ini hadir untuk menggantikan ketentuan sebelumnya 

yang dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme administratif dalam 

pembinaan profesi notaris. Keberadaan peraturan ini, pemerintah memastikan 

bahwa proses pengelolaan jabatan notaris memiliki standar baku yang dapat 

diterapkan secara nasional, sehingga menghindari ketidaksamaan prosedur 

antar daerah.149

Permenkumham ini menetapkan syarat dan tahapan yang harus 

dipenuhi calon notaris untuk dapat diangkat. Ketentuan mengenai usia 

minimal, pengalaman kerja kenotariatan, pendidikan khusus profesi, serta 

pemeriksaan kelayakan menjadi fokus penting dalam proses seleksi. 

Tujuannya adalah agar notaris yang diangkat memiliki kompetensi, integritas, 

dan kemampuan profesional yang memadai.150 Peraturan ini juga memberikan 

kepastian mengenai mekanisme pengajuan cuti bagi notaris, termasuk jangka 

waktu, syarat administrasi, serta penunjukan notaris pengganti selama notaris 

yang bersangkutan menjalani cuti.

Aspek lain yang diatur secara tegas dalam Permenkumham Nomor 19 

Tahun 2019 adalah Tata Cara Perpindahan Wilayah Kerja Notaris. 

149 Kementerian Hukum RI, Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian dan Perpanjangan 
Masa Jabatan Notaris.

150 Sutrisno, Adi, Administrasi dan Regulasi Jabatan Notaris, (Malang: Intrans 
Publishing), 2021, hlm. 88.
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Perpindahan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu, 

termasuk kebutuhan jumlah notaris pada daerah tujuan dan pertimbangan 

pemerataan layanan kenotariatan.151 Penumpukan notaris di wilayah tertentu 

dan kekosongan layanan di wilayah lain agar tidak terjadi maka, hal ini 

diperlukan selain itu peraturan ini juga mengatur tata cara pemberhentian, baik 

pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, beserta alasan-

alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemberhentian. Berikut adalah hal-

hal yang mengatur pemberhentian notaris adalah sebagai berikut: 

a. Pemberhentian dengan Hormat, apabila:

1) Meninggal dunia;

2) Telah berumur 65 tahun atau telah berumur 67 tahun bagi notaris yang 

telah diperpanjang masa jabatan;

3) Atas permintaan sendiri;

4) Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan 

tugas jabatan notaris secara terus menerut lebih dari 3 tahun;

5) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 

atau sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan notaris.  

b. Pemberhentian Sementara, apabila: 

1) Notaris dalam proses pailit atau penundaan pembayaran utang;

2) Notaris berada di bawah pengampuan;

3) Melakukan perbuatan tercela;

151 Rahmawati Anisa, “Analisis Pemerataan Notaris dalam Perspektif Regulasi 
Kenotariatan,” Jurnal Hukum Privatum, Vol. 9, No. 2, (2021). hlm. 157. Diakses melalui 
https://ejournal.unsrat.ac.id pada 2 Januari 2026 pukul 18.20 WIB.

https://ejournal.unsrat.ac.id
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4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta 

kode etik notaris;

5) Sedang menjalani masa penahanan. 

c. Pemberhentian Tidak Hormat, apabila: 

1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) 

tahun;

3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan 

jabatan notaris;

4) Melakukan pelanggaran berrat terhadap kewajiban dan larangan 

jabatan Notaris;

5) Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah 

dalam jangka waktu yang ditentukan.152

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seorang notaris dapat diberhentikan 

dari jabatannya sesuai dengan kondisi-kondisi yang tertera dalam 

peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap 

Notaris. Peraturan tersebut membahas terkait bagaimana sanksi administratif 

ditegaskan bagi pelanggar kode etik notaris. Tingkatan sanksi tersebut 

diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran, apakah bersifat ringan, sedang, 

atau berat. Penelitian ini, tidak adanya sanki adminitratif yang berlaku 

sehingga peraturan ini tidak menjadi dasar utama yang dibahas.153 

152 Ibid. hlm. 31 – 51. 
153 Komar Andarsasmita, Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi 
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BAB III

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP 

PENOLAKAN SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS DAN 

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL PENOLAKAN 

SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS 

(Studi Kasus pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023)

A. Implikasi Hukum terhadap Penolakan sebagai Penerima Protokol Notaris

Putusan pengadilan yang menyatakan seorang notaris bersalah dan 

berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat, seperti dalam Putusan Nomor 

773/Pid.B/2021/PN Smg terhadap Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N., tidak 

hanya berdampak pada berakhirnya jabatan notaris yang bersangkutan, tetapi juga 

menimbulkan kewajiban administratif berupa penyerahan protokol notaris. 

Kewajiban tersebut merupakan perintah langsung undang-undang, karena 

protokol notaris dipandang sebagai arsip negara yang harus tetap dijaga dan 

tersedia demi kepentingan hukum masyarakat. UUJN secara tegas mengatur 

bahwa protokol notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya harus diserahkan 

kepada notaris lain yang ditunjuk, sehingga keberadaan dan keamanan akta-akta 

tetap terjamin meskipun notaris pembuatnya telah diberhentikan.154

Pemberhentian notaris dari kategori penyerahan protokol disamping 

karena pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan dengan tidak hormat 

Notaris, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1991). hlm. 77. 
154 Pasal 1 angka 13, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
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dikarenakan terkena hukum pidana. Notaris Madiyana Herawati diberhentikan 

dengan tidak hormat dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang Nomor 

773/Pid.B/2021/PN Smg. Notaris penerima protokol secara hukum hanya 

bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol, dan tidak 

bertanggung jawab atas isi maupun keabsahan akta yang dibuat oleh notaris 

sebelumnya, oleh karena itu penolakan menerima protokol tanpa alasan hukum 

yang sah dapat dipandang sebagai pengabaian kewajiban jabatan notaris dan 

berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Penolakan tersebut juga dapat 

menghambat kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan atas akta 

yang tersimpan dalam protokol notaris.155

Status protokol notaris setelah adanya putusan pidana tetap melekat 

sebagai bagian dari sistem administrasi kenotariatan yang harus dijaga dan 

dilindungi. UUJN mewajibkan agar protokol notaris yang diberhentikan, termasuk 

yang diberhentikan tidak hormat, diserahkan kepada notaris penerima protokol 

yang ditunjuk oleh pejabat berwenang. Kewajiban penyerahan protokol ini 

bertujuan untuk menjamin kesinambungan pelayanan hukum serta memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap 

akta-akta yang telah dibuat sebelumnya.156 Notaris pembuat akta ketika telah 

terbukti secara pidana melakukan pelanggaran hukum, protokol notaris tidak 

kehilangan kedudukannya sebagai dokumen hukum yang harus tetap tersimpan 

dan dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemberhentian tidak hormat dan penyerahan protokol notaris 

155 Ibid. hlm. 93–95
156 Intan Nabila, “Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat yang Obyeknya Milik Pihak Lain 

dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sur engadilan Negeri 
Surabaya Nomor: 559/PD a Nomor: 559/PDT.G/2018/PN. SB .G/2018/PN. SBY),” Indonesian 
Notary, Vol. 3 No. 2, (2021), hlm. 215–220. Diakses melalui 
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=notary pada 20 Februari 
2026 pukul 21.57 WIB. 

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=notary
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secara administratif dilaksanakan berdasarkan peraturan pelaksana yang 

ditetapkan oleh Menteri Hukum. Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 

2025 memberikan landasan prosedural mengenai tata cara penjatuhan sanksi 

administratif, termasuk mekanisme pemberhentian notaris dan penunjukan notaris 

penerima protokol. Protokol notaris diposisikan sebagai objek administrasi negara 

yang harus segera dialihkan penguasaannya guna mencegah kekosongan hukum 

dan risiko hilangnya dokumen penting, oleh karena itu implikasi utama putusan 

pidana terhadap status protokol notaris bukanlah penghapusan atau pembatalan 

protokol, melainkan perubahan penguasaan dan pengelolaannya dari notaris 

terpidana kepada notaris penerima protokol yang sah secara hukum.

Putusan PN Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg  yang menjadi 

dasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 

2023 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implikasi Yuridis-Administratif

Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris 

Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. menimbulkan implikasi yuridis-administratif 

berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris, hal ini sesuai dengan 

ketentuan UUJN yang menyatakan bahwa notaris yang dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat 

diberhentikan tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat tersebut kemudian 

dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023. Konsekuensi langsung dari pemberhentian 

tersebut, notaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan jabatan 

dan diwajibkan untuk menyerahkan protokol notaris kepada notaris penerima 

protokol yang ditunjuk.157 Implikasi yuridis-administratif dalam kasus ini tidak 
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hanya berakhir pada pemidanaan, tetapi juga mencakup kewajiban 

administratif yang harus dipenuhi demi tertib administrasi kenotariatan. 

Implikasi administratif yang terjadi adalah adanya administrasi yang 

berulang, hal ini menyebabkan penumpukan protokol notaris karena notaris 

yang bersangkutan tidak hanya menyimpan protokol milik sendiri tetapi juga 

menyimpan protokol dari notaris lainnya dan juga notaris sebelumnya. Tidak 

adanya konsekuensi yang diberikan kepada MPD dan juga penerimaan itu 

sendiri menjadi penumpukan protokol notaris ini terjadi berlarut-larut dan 

tidak terbatasi, jika terjadi penolakan protokol notaris, MPD setidaknya harus 

sudah memiliki rencana penyimpanan baik dengan menyediakan tempat atau 

gudang penyimpanan, namun pada kenyataan yang terjadi tidak adanya lokasi 

untuk penyimpanan tesebut. Kendala implikasi administratif ini menjadi 

semakin sulit karena tidak diatur dalam undang-undang padahal prosesnya 

harus dipertanggung jawabkan dan penyimpanan fisik harus dilakukan karena 

belum adanya penyimpanan secara elektronik. 

2. Implikasi Kelembagaan

Implikasi kelembagaan, yaitu beralihnya penguasaan dan tanggung jawab 

penyimpanan protokol notaris dari notaris terpidana kepada notaris penerima 

protokol di bawah pengawasan majelis pengawas. Kasus Notaris Madiyana 

Herawati, pengalihan ini diperlukan karena protokol notaris merupakan arsip 

negara yang tidak boleh berada dalam penguasaan pihak yang telah 

kehilangan status jabatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa protokol 

notaris tidak dipandang sebagai milik pribadi notaris, melainkan sebagai 

bagian dari sistem kelembagaan negara di bidang kenotariatan.158 Majelis 

157 Ibid, hlm. 45-48. 
158 Ibid. hlm.231-235.
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pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penyerahan dan 

pengelolaan protokol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga 

tidak terjadi kekosongan penguasaan atau penyalahgunaan protokol setelah 

notaris diberhentikan tidak hormat.

3. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Putusan pidana terhadap Notaris Madiyana Herawati juga menimbulkan 

implikasi terhadap kepastian hukum, khususnya bagi para pihak yang 

berkepentingan terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut, meskipun 

notaris pembuat akta terbukti secara pidana melakukan pemalsuan akta 

autentik, protokol notaris tidak serta-merta kehilangan kedudukannya sebagai 

dokumen hukum. Kewajiban penyerahan protokol kepada notaris penerima 

protokol bertujuan untuk menjaga agar akta-akta tersebut tetap tersimpan, 

terpelihara, dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

dalam kasus ini, implikasi terhadap kepastian hukum terlihat dari upaya 

negara untuk memastikan bahwa pemidanaan notaris tidak merugikan hak-hak 

hukum para pihak yang sebelumnya mempercayakan pembuatan akta kepada 

notaris yang bersangkutan.159

Kewajiban hukum penyerahan dan penerimaan protokol notaris 

merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem kenotariatan. 

UUJN menegaskan, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris penerima 

protokol apabila notaris yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari 

jabatannya, termasuk karena putusan pidana. Kewajiban ini tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap tertib administrasi 

kenotariatan dan perlindungan hukum masyarakat. Penolakan terhadap 

penunjukan sebagai penerima protokol justru berpotensi menimbulkan implikasi 

159 Ibid. hlm.215-218. 
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hukum yang lebih serius bagi keberlangsungan sistem notaris dibandingkan 

dengan risiko hukum yang secara faktual dikhawatirkan oleh calon notaris 

penerima protokol.

Hasil wawancara dengan MPD, diketahui bahwa implikasi hukum dari 

penolakan penerimaan protokol notaris sesungguhnya lebih berat dibandingkan 

dengan implikasi hukum dari penerimaan protokol itu sendiri. Penolakan tersebut 

dapat menyebabkan kekosongan penguasaan protokol, terhambatnya akses 

masyarakat terhadap akta, serta terganggunya fungsi protokol sebagai arsip 

negara. Notaris penerima protokol pada dasarnya hanya dibebani kewajiban 

penyimpanan dan pemeliharaan protokol, tanpa dibebani tanggung jawab atas isi 

atau keabsahan akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara MPD sebagai lembaga 

pengawas yang memahami prosedur hukum secara utuh dengan calon notaris 

penerima protokol yang kerap didorong oleh ketakutan psikologis terhadap risiko 

hukum yang sebenarnya tidak melekat padanya.

Kesenjangan informasi tersebut mengindikasikan perlunya upaya yang 

lebih sistematis, baik melalui sosialisasi yang berkelanjutan maupun penguatan 

regulasi, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris 

penerima protokol, khususnya dalam kasus protokol notaris yang bermasalah 

akibat putusan pidana. Beberapa kajian akademik menegaskan bahwa 

ketidakjelasan batas tanggung jawab notaris penerima protokol dapat memicu 

resistensi dan penolakan, yang pada akhirnya merugikan sistem kenotariatan 

secara keseluruhan.  Perlunya pengaturan yang lebih eksplisit atau pedoman 

teknis yang menegaskan perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol, 

sehingga kewajiban penyerahan dan penerimaan protokol dapat dilaksanakan 

secara efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di kalangan 
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notaris.160

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg 

yang menjatuhkan pidana terhadap Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N atas 

tindak pidana pemalsuan akta autentik membawa konsekuensi hukum 

administratif berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris. 

Konsekuensi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 tentang 

Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris. Salah satu akibat 

hukum langsung dari keputusan administratif tersebut adalah timbulnya 

kewajiban penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol yang 

ditunjuk oleh majelis pengawas. Potensi penolakan dari notaris yang ditunjuk 

sebagai penerima protokol menjadi isu hukum yang relevan untuk dianalisis.

Penunjukkan notaris sebagai penerima protokol dari notaris yang 

diberhentikan tidak hormat terlebih karena tindak pidana pemalsuan akta sering 

menimbulkan resistensi. Penolakan umumnya dilandasi kekhawatiran bahwa 

penerimaan protokol yang berkaitan dengan perkara pidana dapat menimbulkan 

risiko hukum di kemudian hari. UUJN menegaskan, protokol notaris merupakan 

arsip negara yang harus tetap dijaga keberlanjutannya, terlepas dari status pidana 

notaris pembuat akta. Alasan penolakan penerimaan protokol dalam kasus ini 

harus diuji secara ketat berdasarkan norma hukum, bukan semata-mata 

berdasarkan kekhawatiran subjektif.

Penolakan-penolakan yang mungkin terjadi dalam protokol notaris dapat 

terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut: 

160 Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris 
Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan,” Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Udayana, Vol. 4, No. 1, (2021). hlm. 214–223. Diakses melalui 
https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/248/55 pada 20 Februari 2026 pukul 16.45 
WIB.

https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/248/55
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1. Kekhawatiran terhadap Tanggung Jawab Pidana dan Perdata

Kasus Notaris Madiyana Herawati, kekhawatiran notaris penerima protokol 

terhadap kemungkinan terseretnya tanggung jawab pidana atau perdata atas 

akta-akta bermasalah yang terdapat dalam protokol tidak dapat dibenarkan 

secara hukum. Doktrin dan praktik kenotariatan seperti, tanggung jawab 

pidana dan perdata atas akta tetap melekat pada notaris pembuat akta, bukan 

pada notaris penerima protokol. Penerima protokol hanya menjalankan fungsi 

administratif berupa penyimpanan dan pemeliharaan arsip negara. Penolakan 

dengan alasan potensi tanggung jawab hukum substantif tidak memiliki dasar 

yuridis dalam kerangka UUJN.161

2. Kekhawatiran terhadap Reputasi Profesi Notaris

Penolakan yang didasarkan pada kekhawatiran rusaknya reputasi profesi 

akibat menerima protokol dari notaris terpidana juga tidak memiliki legitimasi 

hukum. Penerimaan protokol merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban 

jabatan notaris dan bentuk kontribusi terhadap penegakan tertib administrasi 

kenotariatan. Penolakan atas dasar reputasi berpotensi menghambat 

pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta mengganggu 

kepastian hukum bagi para pihak yang akta-akta hukumnya tersimpan dalam 

protokol tersebut.162

3. Alasan Objektif dan Administratif yang dapat Dipertimbangkan

Keputusan AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023, penolakan penerimaan protokol 

hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan objektif yang secara nyata 

menghambat pelaksanaan kewajiban administratif, seperti keadaan force 

161 Deselta Azalia dan Sulistiyono Adi, op. cit hlm.134 – 140. 
162 Ibid. Hlm. 173-174. 
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majeure atau kondisi kesehatan yang serius dan dapat dibuktikan secara 

medis. Alasan-alasan tersebut harus disampaikan kepada MPD untuk dinilai 

kewajarannya, dengan demikian mekanisme pengawasan tetap berjalan dan 

kewajiban penyerahan protokol tidak terabaikan.163

Analisis penolakan penerimaan protokol notaris dalam kasus Putusan PN 

Semarang dan Keputusan AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 yang tidak didasarkan 

pada alasan hukum objektif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban 

jabatan notaris. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian calon notaris memandang 

penunjukan sebagai penerima protokol notaris yang diberhentikan tidak hormat 

sebagai posisi yang berisiko. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan 

kemungkinan munculnya sengketa hukum atas akta-akta bermasalah di kemudian 

hari, yang dikhawatirkan dapat menyeret notaris penerima ke dalam proses 

hukum. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan keterangan MPD yang 

menegaskan bahwa secara hukum, notaris penerima protokol tidak memikul 

tanggung jawab profesional atas isi atau kebenaran materiil akta. Tugas notaris 

penerima terbatas pada penyimpanan dan pemeliharaan protokol sebagai arsip 

negara, serta pemberian keterangan formal apabila diminta oleh aparat penegak 

hukum atau pengadilan. 

Putusan PN Semarang dan Keputusan AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023, 

penolakan sebagai penerima protokol notaris bukanlah persoalan sederhana yang 

dapat dibenarkan oleh alasan ketakutan subjektif. Kondisi ini tidak diberlakukan 

adanya sanksi hukum jika terjadi penolakan.

163 Ria Trisnomurti dan Gusti Bagus Suryawan, “Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah 
dalam Pengawasan Jabatan Notaris,” Notariil: Jurnal Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 
Warmadewa, (2018), hlm. 40–42. Diakses melalui 
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/353 pada 02 Maret 2026 pukul 11.49 WIB.

https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/353
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Penunjukan notaris sebagai penerima protokol dari notaris yang berhenti 

atau diberhentikan dari jabatannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem administrasi kenotariatan. Konteks perlindungan hukum, penting untuk 

ditegaskan bahwa notaris penerima protokol pada prinsipnya hanya menjalankan 

fungsi administratif sebagai penyimpan protokol yang berstatus arsip negara. 

Hukum positif Indonesia memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup 

kewajiban dan tanggung jawab notaris penerima protokol, sekaligus menyediakan 

mekanisme perlindungan hukum agar notaris penerima tidak dibebani risiko yang 

berada di luar kewenangannya.

Pasal 63 UUJN mengatur bahwa dalam hal notaris berhenti atau 

diberhentikan dari jabatannya, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris 

lain yang ditunjuk oleh MPD. Pasal ini menegaskan bahwa penyerahan protokol 

bukanlah tindakan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada 

profesi notaris. Penelitian menunjukkan bahwa notaris penerima dapat menolak 

protokol apabila terdapat alasan objektif yang jelas, seperti keterbatasan fasilitas 

penyimpanan arsip yang tidak mendukung kapasitas protokol yang akan diterima. 

Temuan penelitian empiris menunjukkan bahwa notaris penerima protokol yang 

masih junior dan belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai merasa 

keberatan untuk menerima protokol notaris sebelumnya, hal ini sah secara hukum 

selama alasan tersebut dapat dibuktikan dan dievaluasi oleh MPD berdasarkan 

kaidah hukum yang berlaku.164 Penelitian ini notaris penerima diperbolehkan 

untuk menolak dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh MPD, namun 

penolakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

164 Azahra Kamiliya Khairunnisa, “Urgensi Peraturan Protokol Notaris yang Menolak Serah 
Terima Protokol dari Notaris Lain,” RIO Law Jurnal, Vol. 5 No. 2, (2024), hlm.85 – 91. Diakses melalui 
https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1446 pada 27 Februari 2026 pukul 18.15 
WIB.

https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1446
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Pasal 63 UUJN dijabarkan ketentuan penyerahan protokol notaris sebagai 

berikut: 

1. Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan 

pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh 

yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

2. Dalam hal terjadi apabila notaris meninggal dunia, penyerahan protokol 

notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk 

oleh Majelis Pengawas Daerah.

3. Dalam hal terjadi apabila notaris diberhentikan sementara, penyerahan 

Protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh 

Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) 

bulan.

4. Dalam hal terjadi apabila notaris telah berakhir masa jabatannya, permintaan 

sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan 

tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, 

pindah wilayah jabatan, dan diberhebntikan dengan tidak hormat, penyerahan 

protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh 

menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

5. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 

(dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol 

notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. 

MPD dalam praktiknya dilapangan tidak memiliki ruang yang cukup 

untuk menerima protokol notaris dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih 

dikarenakan tidak adanya kantor dan atau gudang penyimpanan. MPD akan 

memilih notaris senior dengan pengalaman yang cukup dikarenakan senior lebih 

memungkinkan memiliki ruangan dan kantor yang memadai untuk menyimpan 
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protokol notaris tersebut, ketika penolakan terjadi terus-menerus dan tidak 

menemukan atau mendapatkan pengganti, maka protokol notaris diserahkan 

kembali ke MPD, hal tersebut juga yang menjadi harapan MPD agar penelitian ini 

mampu menggerakkan pemerintah daerah setempat dalam membangun kantor 

MPD sebagai tempat penyimpanan resmi protokol notaris melalui alokasi insentif 

pajak yang dibayarkan oleh notaris.

Notaris penerima protokol juga dilindungi dari tanggung jawab yang tidak 

semestinya atas isi akta yang dibuat oleh notaris pemberi protokol, dalam praktik 

hukum, terdapat putusan-putusan pengadilan yang memanggil notaris penerima 

protokol sebagai saksi atau pemberi keterangan terkait isi akta yang tersimpan, 

tetapi pertanggungjawaban materiil atau subtansial tetap hanya melekat pada 

notaris pembuat akta. Jurnal hukum menunjukkan bahwa notaris penerima 

protokol memiliki hak dan kewajiban yang terbatas, yaitu menyimpan, 

memelihara, dan apabila diperlukan memberikan keterangan formal berdasarkan 

dokumen yang ada, tanpa dilibatkan dalam pembuatan akta asli tersebut. Prinsip 

ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris penerima agar tidak 

dibebani risiko hukum yang berada di luar kewenangan jabatan notaris 

penerima.165

Sistem hukum kenotariatan Indonesia, melalui pengaturan UUJN dan 

praktik pengawasan MPD, memberikan keseimbangan antara kewajiban 

administratif notaris penerima protokol dan perlindungan hukum yang adil bagi 

notaris tersebut. Perlindungan ini penting karena notaris penerima adalah pihak 

yang secara formal menjalankan amanat undang-undang untuk menyimpan 

165 Melita Trisnawati dan Suteki, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima 
Protokol dalam Hal terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah 
Meninggal,” Notarius: Jurnal Kenotariatan, Vol. 12, No. 1, (2019), hlm.75-78. Diakses melalui 
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23760 pada 03 Maret 2026 pukul 20.20 
WIB.

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23760
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protokol sebagai arsip negara, dan bukan sebagai pihak yang dimintakan 

pertanggungjawaban atas isi akta yang dihasilkannya sendiri.

MPD memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi 

kenotariatan, khususnya dalam konteks pengawasan dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan kewajiban jabatan notaris. Salah satu kewenangan penting MPD 

adalah mengawasi pelaksanaan penyerahan dan penerimaan protokol notaris 

ketika seorang notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, termasuk 

akibat putusan pidana sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg yang ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023, 

dalam situasi ini MPD bertindak sebagai pengendali agar protokol notaris tidak 

terlantar dan tetap berfungsi sebagai arsip negara.

Hasil wawancara menegaskan bahwa kewenangan MPD dalam menunjuk 

notaris penerima protokol merupakan hak institusional MPD, bukan hak pilih 

notaris. Notaris baik junior maupun senior tidak memiliki kewenangan untuk 

secara sepihak memilih atau menolak penunjukan sebagai penerima protokol. 

Penunjukan tersebut merupakan bagian dari kewajiban jabatan notaris yang 

bersumber langsung dari UUJN. Ruang diskresi notaris dalam hal ini sangat 

terbatas dan hanya dapat digunakan apabila terdapat alasan objektif yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.

MPD dalam praktik pembinaan semata-mata bersifat represif, untuk 

menjaga keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris junior 

ketika menyatakan keberatan karena ketakutan akan risiko hukum atau 

keterbatasan pengalaman, MPD kerap menunjuk notaris senior yang dianggap 

lebih siap secara profesional dan lebih memahami bahwa notaris penerima 

protokol hanya berperan sebagai penyimpan arsip, bukan pihak yang bertanggung 
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jawab atas substansi akta. Pendekatan ini merupakan bentuk pembinaan sekaligus 

solusi praktis agar fungsi protokol notaris tetap berjalan dan tidak mengganggu 

kepentingan publik.166

Landasan yuridis untuk pengawasan dan pembinaan ini juga diperkuat 

oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara 

Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Perpanjangan Masa Jabatan, 

dan Pembinaan serta Pengawasan Jabatan Notaris. Permenkumham ini merupakan 

peraturan terbaru yang menggantikan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 dan 

memberikan ketentuan teknis serta prosedural terkait kewajiban administratif 

notaris, termasuk pembinaan dan sanksi yang dapat dikenakan apabila seorang 

notaris tidak melaksanakan kewajiban jabatannya secara baik, di dalamnya juga 

dijelaskan mekanisme pembinaan yang wajib dilakukan MPD agar setiap notaris 

memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam hal 

menerima protokol notaris lain yang telah diberhentikan.

Implikasi yang lebih serius muncul apabila baik notaris junior maupun 

senior sama-sama menolak penunjukan sebagai penerima protokol. Kondisi 

demikian, MPD memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas. 

Ketentuan UUJN dan peraturan pelaksanaannya, MPD dapat mencatat penolakan 

tersebut sebagai pelanggaran kewajiban jabatan, bahkan sebagai pelanggaran kode 

etik notaris. MPD dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif atau 

sanksi organisasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini 

menunjukkan bahwa peran MPD tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga 

sebagai penegak disiplin untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap hukum 

dan etika profesi.167

166 Ibid., hlm.41.
167 Ibid., hlm.77.



95

Akibat hukum jika terjadi penolakan dari notaris untuk menerima protokol 

notaris dari Notaris lain yaitu dengan sanksi administratif dengan mengutip Pasal 

65 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa pasal tersebut 

secara jelas menyebutkan notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan 

pejabat sementara tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya 

meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 

penyimpan protokol notaris.168 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hal tersebut 

yang disebutkan jika sanksi administratif tidak dibelakukan dan penolakan boleh 

dilakukan oleh notaris pengganti dengan alasan yang jelas dan tidak dikenakan 

sanksi administrasi, dan akan dilakukan pemilihan kembali notaris penerima 

Protokol notaris dari notaris senior yang lebih memadai. Keterangan sebelumnya, 

disebutkan bahwa akibat hukum yang memungkinkan terjadi adalah jika baik 

junior dan senior menolak maka akan dianggap sebagai pelanggaran kode etik, 

namun sanksi administratif tidak dijelaskan secara tertulis dalam undang-undang 

terkait protokol notaris. 

Implikasi peran MPD dalam pengawasan dan pembinaan sangat 

menentukan keberhasilan sistem penyerahan dan penerimaan protokol notaris. 

MPD tidak hanya menjamin bahwa protokol notaris tidak terlantar, tetapi juga 

berperan dalam menyeimbangkan antara kewajiban hukum notaris, perlindungan 

hukum bagi notaris penerima protokol, serta kepentingan masyarakat yang 

membutuhkan kepastian hukum atas akta-akta yang tersimpan dalam protokol 

tersebut.

B. Implementasi dan Penegakan Hukum dalam Hal Penolakan sebagai 

Penerima Protokol Notaris

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg 

168 Munsyarif Abdul Chalim Roeri Andriana, op. cit. hlm 223–230. 



96

yang menjatuhkan pidana terhadap Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. atas 

tindak pidana pemalsuan akta autentik berimplikasi langsung pada status jabatan 

notaris yang bersangkutan. Putusan pidana tersebut kemudian ditindaklanjuti 

secara administratif melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak 

Hormat dari Jabatan Notaris. Konsekuensi hukum dari pemberhentian tidak 

hormat tersebut tidak hanya menyentuh aspek jabatan, tetapi juga berdampak pada 

keberadaan dan pengelolaan protokol notaris sebagai arsip negara yang harus 

tetap dijaga keberlanjutannya.

Pemberhentian notaris dengan tidak hormat dalam konteks ini 

menjelaskan bahwa implikasi terhadap penolakan penyerahan protokolnya 

berdasarkan hasil wawancara menimbulkan implikasi hukum, secara administratif 

tidak ditemukan adanya satu sanksi hukum, dan secara keperdataannya juga tidak 

ditemukan adanya satu sanksi hukum, penegakkan hukumnnya secara represif, 

jika penolakan masih diberi toleransi karena timbul ketakutan maka secara 

represif due of process diambil alih oleh MPD, tetapi dikarenakan MPD tidak 

memiliki kantor dan gudang maka protokol notaris harus ada yang menerima dan 

bisa juga disimpan oleh salah satu pengurus MPD. Penelitian ini berdasarkan 

sanksi hukum Notaris Madiyana Herawati maka menimbulkan implikasi pada 

protokol notarisnya yang secara administrasi adanya penunjukan notaris penerima 

protokol.169

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas mengatur 

bahwa protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib diserahkan kepada 

notaris lain apabila notaris yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari 

169 Habib, Adjie., Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 26.
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jabatannya. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN yang 

mewajibkan penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol yang 

ditunjuk oleh MPD. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2025 ketentuan penyerahan 

protokol notaris disesuaikan dengan alasan dan proses pemberhentian yang 

berlaku, sehingga setiap masing-masing proses pemberhentian notaris dari 

jabatannya memiliki ketentuan penyerahan protokol notaris yang diserahkan 

kepada MPD. Pemberhentian notaris dari kategori penyerahan protokol disamping 

karena pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan dengan tidak hormat 

dikarenakan terkena hukuman pidana. Notaris Madiyana Herawati diberhentikan 

dengan tidak hormat dalam kasus ini pada putusan nomor 773/Pid.B/2021/PN 

Smg. 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 

2023 merupakan bentuk implementasi konkret dari norma tersebut, yang tidak 

hanya memberhentikan notaris terpidana, tetapi juga secara implisit 

memerintahkan penyelamatan protokol notaris. Notaris yang ditunjuk sebagai 

penerima protokol menolak tanpa alasan yang sah, maka terjadi kegagalan 

implementasi hukum administratif yang berpotensi menghambat perlindungan 

hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.170

Penolakan notaris untuk menerima protokol dalam kondisi sebagaimana 

kasus PN Semarang tersebut pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap 

kewajiban jabatan. Praktik kenotariatan menyebutkan penolakan notaris sebagai 

penerima protokol notaris tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa hukum tunggal, 

tetapi kerap muncul dalam kondisi penyerahan protokol yang bersifat bertumpuk, 

seperti akibat pensiun, meninggal dunia, maupun pemberhentian notaris dengan 

170 Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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tidak hormat dalam rentang waktu yang berdekatan. Kondisi demikian, beban 

penyerahan protokol dapat berlapis dan menimbulkan penolakan berantai dari 

notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol. UUJN maupun peraturan 

pelaksananya belum mengatur secara eksplisit mengenai batas tanggung jawab 

hukum notaris yang menolak sebagai penerima protokol, khususnya ketika 

penolakan tersebut terjadi secara berulang dan melibatkan lebih dari satu notaris 

penerima dalam satu rangkaian peristiwa penyerahan protokol.

Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, 

baik bagi MPD sebagai pihak yang berwenang menunjuk penerima protokol, 

maupun bagi notaris yang ditunjuk sebagai penerima. UUJN dan Peraturan 

Menteri Hukum memang mewajibkan notaris yang ditunjuk untuk menerima 

protokol, namun tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai konsekuensi 

yuridis apabila seluruh notaris yang ditunjuk menolak secara berurutan, serta tidak 

menjelaskan secara rinci pembedaan tanggung jawab antara notaris yang menolak 

dan notaris yang akhirnya menerima protokol, akibatnya dalam kondisi 

penyerahan protokol yang bertumpuk, MPD berada dalam posisi yang lemah 

secara normatif untuk memastikan protokol notaris tetap terselamatkan sebagai 

arsip negara.

Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan empiris dalam penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa penolakan notaris sebagai penerima protokol umumnya 

didorong oleh kekhawatiran akan potensi pertanggungjawaban hukum, baik 

pidana maupun perdata, atas akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Tanggung 

jawab atas substansi akta secara normatif tetap melekat pada notaris pembuat akta, 

bukan pada notaris penerima protokol. Tidak adanya pengaturan khusus mengenai 

tanggung jawab notaris yang menolak sebagai penerima protokol dalam situasi 

penyerahan bertumpuk menyebabkan praktik penegakan hukum berjalan secara 
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pragmatis dan sangat bergantung pada kebijakan internal MPD, sehingga 

berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan mengganggu kepastian 

hukum.

Penegakan hukum administratif ini dipertegas melalui Peraturan Menteri 

Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, 

Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 

Penolakan protokol dalam konteks MPD berwenang melakukan pemeriksaan dan 

merekomendasikan sanksi apabila penolakan tersebut tidak didasarkan pada 

alasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakan 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai instrumen 

pembinaan agar sistem kenotariatan tetap berjalan secara tertib.171

Konteks penolakan notaris sebagai penerima protokol notaris, penegakan 

hukum yang dilakukan tidak berada dalam ranah hukum pidana maupun hukum 

perdata, melainkan merupakan penegakan hukum administratif yang bersifat 

prosedural, disebabkan karena tidak terdapat pengaturan hukum formil maupun 

hukum materiil yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa 

atau penjatuhan sanksi atas penolakan penerimaan protokol notaris. Penegakan 

hukum dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan 

pembinaan administratif oleh MPD berdasarkan kewenangannya sebagaimana 

diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksananya.

Penegakan hukum secara prosedural dimulai dari penunjukan notaris 

penerima protokol oleh MPD, dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan 

apabila notaris yang ditunjuk menyatakan penolakan. MPD kemudian menilai 

alasan penolakan tersebut dan menyusun berita acara pemeriksaan sebagai dasar 

171Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 
Tahun 2016.
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rekomendasi tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini 

mencerminkan penegakan hukum administratif yang bertahap dan proporsional, 

sekaligus menjamin asas due process, karena notaris diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan sikapnya sebelum dikenakan tindakan administratif lebih lanjut.

Peraturan terkait dengan sanski administrasi yang tertera pada Pasal 15 

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan dalam sanksi 

administratif tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Tata cara penjatuhan sanksi dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 61 Tahun 2016 sebagai berikut: 

1. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau berdasarkan 

hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris yang 

bersangkutan.

2. Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap 

terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol notaris.

3. Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah.

4. Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata 
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Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Masa Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada MPD untuk melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, termasuk dalam proses penyerahan 

protokol. Kasus pemberhentian Notaris Madiyana Herawati, MPD berperan aktif 

menunjuk notaris yang dianggap paling siap secara administratif dan profesional 

untuk menerima protokol, guna mencegah terlantarnya arsip negara.172

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

mengemukakan tentang pengawasan terhadap notaris, sebagai berikut: 

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menteri membentuk majelis pengawas.

3. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 

(sembilan) orang, terdiri atas unsur:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur 

lain yang ditunjuk oleh menteri.

5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris 

dan pelaksanaan jabatan notaris.

6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata 

172 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021
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Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan 

Notaris mempertegas bahwa penunjukan penerima protokol merupakan 

kewenangan administratif yang bersifat mengikat. Notaris yang ditunjuk menolak, 

MPD dapat melaporkan kondisi tersebut sebagai pelanggaran UUJN dan kode 

etik, sekaligus mengambil langkah-langkah khusus demi menjamin kepastian 

hukum dan pelayanan publik.173

Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Masa Jabatan Notaris sebagai berikut: 

1. Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol notaris wajib menerima dan 

melakukan serah terima protokol notaris.

2. Dalam hal notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol notaris menolak 

atau tidak bersedia melakukan serah terima protokol notaris dengan alasan 

yang tidak dapat diterima oleh menteri, MPD dapat memanggil notaris yang 

bersangkutan untuk dimintai keterangan.

3. Dalam hal keterangan notaris yang bersangkutan tidak cukup alasan untuk 

menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima protokol notaris maka 

MPD dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan 

pemblokiran akses notaris terhadap layanan Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum.

Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025, dapat 

ditegaskan bahwa kewajiban menerima dan melakukan serah terima protokol 

notaris bukan lagi sekadar norma etik atau kewajiban moral profesi, melainkan 

telah diperkuat sebagai kewajiban hukum administratif yang bersifat mengikat. 

Pasal ini secara eksplisit menempatkan notaris yang ditunjuk sebagai pemegang 

173 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025.
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protokol dalam posisi wajib untuk menerima protokol, sehingga menutup ruang 

penafsiran bahwa penerimaan protokol merupakan hak pilih pribadi notaris. 

Ketentuan tersebut sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi MPD 

untuk bertindak aktif dalam mengawasi, memanggil, dan menilai alasan 

penolakan yang diajukan oleh notaris yang bersangkutan.

Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya mekanisme 

penegakan hukum yang bertahap dan proporsional. MPD tidak serta-merta 

menjatuhkan sanksi, melainkan terlebih dahulu memanggil notaris untuk dimintai 

keterangan, sehingga menjamin asas due process dalam penegakan hukum 

administratif. Alasan penolakan dinilai tidak dapat diterima, maka negara melalui 

MPD dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memiliki instrumen 

pemaksaan administratif berupa pemblokiran akses layanan AHU. Sanksi ini 

memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan jabatan notaris, karena secara 

faktual membatasi notaris dalam menjalankan kewenangan administratifnya.

Pengaturan dalam Pasal 102 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2025 

menegaskan bahwa penolakan sebagai penerima protokol notaris tanpa alasan 

hukum yang sah bukan hanya berimplikasi pada pelanggaran kewajiban jabatan, 

tetapi juga berpotensi mengganggu kelangsungan praktik kenotariatan notaris 

yang bersangkutan. Kasus pemberhentian notaris berdasarkan Putusan Pengadilan 

Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg dan Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023, ketentuan ini menjadi 

landasan normatif yang memperkuat posisi MPD dalam memastikan bahwa 

protokol notaris tidak terlantar dan fungsi protokol sebagai arsip negara tetap 

terlindungi demi kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

Implementasi dan penegakan hukum atas pemberhentian notaris serta 

penunjukan penerima protokol, aspek penting yang tidak dapat diabaikan adalah 
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kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris yang diberhentikan. 

Kepastian hukum ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan 

perlindungan hak-hak para pihak yang sebelumnya telah mempercayakan 

pembuatan akta kepada notaris yang bersangkutan, oleh karena itu perlu 

dilakukan pemetaan terhadap status hukum akta berdasarkan tahapan 

pembuatannya pada saat keputusan menteri tentang pemberhentian notaris mulai 

berlaku. Kepastian hukum akta bergantung pada tahapan akta tersebut saat 

keputusan menteri (SK Pemberhentian) berlaku: 

1. Akta Berupa Draft

Akta yang baru berupa "draft" atau belum ditandatangani, para 

pihak/penghadap harus melakukan proses ulang (pembuatan akta baru) di 

hadapan notaris pemegang protokol atau notaris lain pilihan para pihak. Akta 

harus memenuhi syarat formal dan materiil tertentu agar dapat disebut sebagai 

akta autentik, diantaranya adalah akta harus disusun dalam bentuk minuta, 

dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak, saksi (jika 

diperlukan), serta notaris sendiri pada saat proses pembuatan akta. Ketentuan 

mengenai pembacaan dan penandatanganan ini diatur dalam Pasal 16 UUJN 

yang mensyaratkan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, dan saksama 

serta melaksanakan semua kewajiban formal sebagaimana diatur oleh undang-

undang.174

Akta notaris yang masih berada dalam bentuk konsep atau belum 

ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, saksi, dan notaris belum 

dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik karena belum memenuhi seluruh 

syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. UUJN 

174 Indrajaya Rudy, Yogastio E D, Prastyo T P dan Rizkika A P Indrajaya, Notaris dan 
PPAT suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm 44.
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secara tegas mensyaratkan bahwa akta harus dibacakan di hadapan para 

penghadap dan ditandatangani pada saat yang sama oleh para pihak, saksi, dan 

notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan akta 

autentik. Tahapan pembacaan dan penandatanganan tersebut belum 

dilaksanakan, akta belum melahirkan pernyataan kehendak yang sah dan final 

dari para pihak, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta 

autentik.175 Kondisi tersebut dilakukan penandatanganan oleh notaris yang 

sudah tidak memiliki kewenangan jabatan atau oleh pihak yang tidak 

berwenang, maka akta tersebut tidak memenuhi ketentuan formal pembuatan 

akta dan secara hukum hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak 

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.176 Pemenuhan syarat formal berupa pembacaan dan 

penandatanganan akta di hadapan notaris yang berwenang merupakan unsur 

esensial yang menentukan keabsahan dan kekuatan hukum suatu akta notaris 

sebagai akta autentik.

Penandatanganan akta adalah bagian dari formalitas yang esensial dalam 

pembentukan akta autentik, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akta 

kehilangan statusnya sebagai akta autentik sehingga tidak memperoleh 

kekuatan pembuktian sempurna di muka pengadilan seperti yang dijamin 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum demikian 

mendapatkan perhatian dalam kajian kenotariatan, termasuk oleh beberapa 

175 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (9).

176 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 
2018), hlm 37.
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peneliti yang menyatakan bahwa akta yang tidak memenuhi formalitas dapat 

turun statusnya menjadi akta di bawah tangan.177

Penelitian empiris juga memperkuat pemahaman mengenai pentingnya 

formalitas tersebut. Contoh studi yang membahas derajat kekuatan hukum 

akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan oleh 

penghadap di depan notaris menegaskan bahwa pelanggaran terhadap 

kewajiban formal tersebut dapat menurunkan derajat akta menjadi sekadar 

akta di bawah tangan, yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

terbatas.178 Para pihak/penghadap yang akta hukumnya masih berupa draft atau 

belum selesai ditandatangani tidak dapat menganggap akta tersebut sebagai 

akta autentik. Praktik nyata diperlukan pembuatan ulang akta baru di hadapan 

notaris pemegang protokol atau notaris lain pilihan para pihak agar akta 

tersebut sah, memenuhi semua syarat formal dan materiil menurut UUJN, 

serta memperoleh kekuatan pembuktian penuh.

2. Akta yang Belum Ditandatangani (Sedang Proses)

Akta notaris yang dibuat tetapi belum ditandatangani secara lengkap 

oleh para pihak, saksi, dan notaris serta belum diselesaikan formalitasnya, 

oleh undang-undang tidak lagi dapat dipandang sebagai akta autentik pada 

saat notaris yang membuatnya diberhentikan. Disebabkan karena pembuatan 

akta autentik mensyaratkan pembacaan dan penandatanganan secara langsung 

di hadapan notaris sebagai bagian dari pengesahan akta sesuai ketentuan Pasal 

16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara tegas mensyaratkan bahwa notaris 

177 Ibid., Hlm.128. 
178 I Made Dwika Angga Wijaya, “Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang Tidak 

Dibacakan dan Ditandatangani,” Lex Privatum, Vol. 13, No. 5, (2024), hlm. 78–97. Diakses 
melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57065 pada 22 Februari 
2026 pukul 22.28 WIB

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57065
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harus membacakan akta dan akta tersebut harus ditandatangani di tempat 

pembuatan akta oleh para pihak, saksi dan notaris sendiri. Ketentuan tersebut 

sekaligus memuat bahwa apabila salah satu syarat formal tidak dipenuhi, 

maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan. 

Ketentuan ini selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 16 ayat (9) 

UUJN bahwa jika pembacaan atau penandatanganan formal tidak dipenuhi, 

akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai akta autentik dan hanya 

dibuktikan sebagai akta di bawah tangan. Pasal 84 UUJN juga menetapkan 

bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan 

dapat menyebabkan akta menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal 

demi hukum serta menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris yang bersangkutan.

Keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta notaris secara normatif 

ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam UUJN. 

Pasal 16 UUJN-P secara tegas mensyaratkan bahwa akta harus dibacakan dan 

ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, saksi, dan notaris sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan akta autentik. Akta 

yang belum selesai ditandatangani tidak memenuhi syarat formal tersebut 

sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik dan secara 

normatif hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan sebagaimana akibat hukum yang diatur dalam UUJN. Notaris yang 

membuat akta diberhentikan dari jabatannya sebelum proses penandatanganan 

akta diselesaikan, notaris tersebut tidak lagi memiliki kewenangan jabatan 

untuk melanjutkan proses pembentukan akta. Tindakan penandatanganan yang 

selalu dilakukan setelah berakhirnya kewenangan jabatan notaris bertentangan 
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dengan ketentuan UUJN dan berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat 

formal akta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.179

Akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan 

formal pembuatan akta telah diatur secara jelas dalam UUJN. Pasal 38 UUJN-

P mengatur secara rinci mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris 

sebagai syarat esensial untuk memperoleh kedudukan sebagai akta autentik, 

apabila akta tidak dibuat sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan, 

termasuk tidak dipenuhinya ketentuan pembacaan dan penandatanganan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut kehilangan sifat 

keautentikannya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan. Pelanggaran terhadap ketentuan formal tersebut juga 

menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam UUJN, sehingga 

pemenuhan syarat bentuk dan tata cara pembuatan akta merupakan unsur 

fundamental dalam menjaga kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta 

notaris.180 Penelitian lain dalam jurnal kenotariatan juga menunjukkan bahwa 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban formal seperti pembacaan dan 

penandatanganan dapat mengakibatkan degradasi status akta dan 

pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kerugian yang dialami para 

pihak yang dirugikan.181

Notaris diberhentikan sebelum akta tersebut ditandatangani secara 

lengkap, maka akta tersebut tidak dapat dipaksakan untuk disahkan sebagai 

akta autentik, dan status hukumnya harus ditinjau ulang sebagai akta di bawah 

179 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16

180 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 38

181 Anada Safara dan Amad Sudiro, “Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not in 
Accordance with the Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter m of the UUJN,” Syntax 
Transformation, Vol. 5, No. 10, (2024). hlm. 130–135. Diakses melalui 
https://www.researchgate.net/publication/385438898 pada 17 Februari 2026 pukul 21.00 WIB.

https://www.researchgate.net/publication/385438898_Legal_Consequences_of_Notarial_Deeds_Made_Not_In_Accordance_with_The_Provisions_of_Article_16_Paragraph_1_Letter_M_UUJN
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tangan (atau berpotensi batal demi hukum), serta menimbulkan implikasi 

pertanggungjawaban hukum bagi notaris dalam bentuk administratif, perdata, 

dan dalam praktik tertentu juga dapat berimplikasi terhadap kredibilitas 

pembuktian dokumen tersebut di pengadilan.

3. Akta yang Sudah Ditandatangani (Selesai)

Akta notaris yang telah selesai dibuat dan ditandatangani secara lengkap 

oleh para penghadap, saksi, dan notaris sebelum tanggal berlakunya keputusan 

pemberhentian notaris tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai 

akta autentik. Keabsahan tersebut ditentukan berdasarkan keadaan hukum 

pada saat akta dibuat, bukan berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi 

setelahnya. Selama pada saat penandatanganan akta notaris masih memiliki 

kewenangan jabatan yang sah, maka akta tersebut lahir secara sah sebagai akta 

autentik dan tidak kehilangan keautentikannya meskipun notaris kemudian 

diberhentikan dari jabatannya.

Dasar yuridis mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut 

menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang akta 

tersebut dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh 

undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur kewajiban notaris 

untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi serta 

menandatanganinya bersama-sama pada saat itu juga. Seluruh kewajiban 

formal tersebut telah dipenuhi, maka akta tersebut secara hukum telah 

sempurna sebagai akta autentik.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta 

yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengan 
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bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat yang membuat akta 

masih berwenang pada saat akta tersebut ditandatangani, maka akta tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak. 

Pemberhentian notaris yang terjadi setelah akta selesai dibuat tidak dapat 

diberlakukan secara surut untuk membatalkan atau menurunkan kekuatan 

hukum akta tersebut.

Keabsahan suatu akta notaris harus dinilai berdasarkan terpenuhinya 

syarat formal pada saat pembacaan dan penandatanganan minuta akta. 

Prosedur formal telah dilaksanakan sesuai ketentuan UUJN, maka akta 

tersebut tetap berkedudukan sebagai akta autentik, sekalipun di kemudian hari 

notaris yang membuat akta tersebut dikenai sanksi administratif atau 

diberhentikan dari jabatannya. Pandangan ini menegaskan bahwa sanksi 

terhadap notaris bersifat personal dan administratif, sehingga tidak serta-merta 

berdampak pada keabsahan akta yang telah dibuat secara sah.182

Akibat hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan UUJN, 

termasuk pemberhentian dari jabatan, tidak otomatis mengakibatkan batalnya 

akta-akta yang telah dibuat secara sah. Akta yang telah memenuhi syarat 

formal dan materiil tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, 

kecuali terdapat putusan pengadilan yang secara tegas membatalkan akta 

tersebut, dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris harus dibedakan 

dari status dan kekuatan hukum akta yang telah selesai dibuat.183

Disimpulkan bahwa akta notaris yang telah ditandatangani secara 

lengkap sebelum tanggal pemberhentian notaris tetap sah dan memiliki 

kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Kepastian hukum ini sangat 

182 Ibid., Hlm.289-291.
183 Ibid., Hlm.320-322.



111

penting untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak serta menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan. Tanpa prinsip ini, 

setiap pemberhentian notaris berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum 

terhadap akta-akta yang telah dibuat secara sah, yang pada akhirnya dapat 

merugikan masyarakat luas.

Kasus pemberhentian notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.58.AH.02.04 

Tahun 2023, ketentuan mengenai keabsahan akta notaris pada berbagai tahapan 

proses pembuatannya menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam 

menilai implikasi hukum penolakan protokol notaris. Akta yang telah 

ditandatangani secara lengkap sebelum berlakunya keputusan pemberhentian tetap 

sah dan berkekuatan sebagai akta autentik, sehingga protokol notaris yang 

memuat akta-akta tersebut wajib segera diamankan dan diserahkan kepada notaris 

pemegang protokol guna menjamin keberlanjutan fungsi pembuktian dan 

perlindungan hukum bagi para pihak. Akta yang masih dalam proses atau masih 

berupa draft pada saat keputusan AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 mulai berlaku, 

pemberhentian notaris menyebabkan terhentinya kewenangan jabatan sehingga 

akta-akta tersebut tidak dapat dilanjutkan pembuatannya dan berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum apabila protokol tidak segera dikelola. 

Ketentuan ini memperkuat posisi MPD untuk mengambil langkah aktif dalam 

memastikan protokol notaris tidak terlantar, agar fungsi protokol sebagai arsip 

negara tetap terlindungi serta kepastian hukum dan kepentingan masyarakat tetap 

terjaga pasca pemberhentian notaris.

Pasal 63 ayat (1) UUJN secara tegas mengatur bahwa protokol notaris 

wajib diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) 
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hari sejak notaris diberhentikan. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi MPD 

untuk menunggu terbitnya surat pemberhentian dengan tidak hormat dari Menteri 

Hukum sebelum melaksanakan penyerahan protokol. Keputusan tersebut berlaku, 

MPD wajib segera mengoordinasikan penyerahan protokol dengan pembuatan 

berita acara penyerahan protokol notaris yang memuat daftar lengkap seluruh 

minuta akta beserta jumlah dan jenisnya secara rinci.

Ketelitian dalam penyusunan berita acara penyerahan protokol memiliki 

implikasi hukum yang penting, khususnya dalam membedakan tanggung jawab 

antara notaris pembuat akta dan notaris penerima protokol. Pemohon yang 

meminta minuta akta kepada notaris penerima protokol di kemudian hari, namun 

minuta tersebut tidak ditemukan, notaris penerima protokol tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban sepanjang telah melakukan pencarian secara patut. Notaris 

penerima protokol cukup menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 

minuta akta yang dimohon tidak terdapat dalam protokol yang diterimanya.

Tanggung jawab atas keutuhan minuta akta tetap melekat pada notaris 

pembuat akta, sepanjang dapat dibuktikan bahwa protokol telah diserahkan sesuai 

prosedur. Proses serah terima protokol dilakukan secara sah, tertib, dan 

terdokumentasi dengan baik, maka notaris penerima protokol tidak menanggung 

tanggung jawab hukum atas hilangnya minuta yang tidak pernah diserahkan 

kepadanya.184 Mekanisme ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi 

notaris penerima protokol dan menjamin transparansi dalam pengelolaan arsip 

kenotariatan pasca pemberhentian notaris.

Batas tanggung jawab notaris penerima protokol perlu dipahami secara 

tegas yaitu notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab terhadap 

penyimpanan protokol yang telah diterimanya, namun tidak bertanggung jawab 

184 Ibid., Hlm.323



113

terhadap substansi akta yang dibuat oleh notaris pembuat protokol tersebut. 

Ketentuan tersebut sejalan dengan makna Pasal 65 UUJN, yang menegaskan 

bahwa “Notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung 

jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan 

atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Pasal 65 UUJN dimaksudkan untuk memisahkan pertanggungjawaban 

antara notaris pembuat akta dan notaris penerima protokol, sehingga notaris 

penerima tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian atau cacat hukum dalam 

akta yang dibuat oleh notaris pembuat. Penelitian yang fokus pada tanggung 

jawab notaris penerima protokol, ditemukan bahwa notaris penerima hanya 

berkewajiban menyimpan dan memelihara protokol dengan baik, tanpa memikul 

konsekuensi hukum atas keabsahan substansi akta tersebut.185 

Pemisahan tanggung jawab ini juga mencerminkan asas kepastian hukum 

dan proporsionalitas dalam penegakan hukum kenotariatan. Notaris penerima 

protokol dilindungi secara hukum dalam kapasitasnya sebagai penyimpan dan 

pengelola arsip negara, karena tanggung jawab utamanya adalah perawatan 

protokol, bukan pembuatan atau substansi isi akta yang diterimanya. Berita acara 

penyerahan protokol notaris yang dibuat oleh MPD dalam praktiknya pada saat 

penyerahan membantu menjabarkan secara rinci jenis dan jumlah akta yang 

diterima, sehingga jika suatu saat ada permintaan minuta akta yang tidak 

tercantum dalam berita acara, notaris penerima protokol dapat mengeluarkan surat 

keterangan berdasarkan fakta lapangan bahwa akta tersebut memang tidak 

terdapat dalam protokol yang diserahkan kepadanya.186 Surat keterangan ini 

185 Ida Ayu Indira Sita Dianti dan I Gusti Ngurah Anom, “Tanggung Jawab Notaris 
Penerima Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dalam Perspektif UUJN,” Jurnal Hukum 
Mahasiswa, Vol. 5, No. 1, (2025). hlm. 15–20. Diakses melalui https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12267 pada 20 Februari 2026 pukul 13.47 WIB

186 Diki Zukriadi, Padrisan Jamba dan Zuhdi Arman, “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka 

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12267
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12267
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sekaligus menjadi bukti tertulis yang melindungi notaris penerima protokol dari 

tuntutan hukum perdata atau administratif yang tidak relevan.

Perlindungan hukum notaris berdasarkan penjelasan tersebut, penerima 

protokol tidak hanya bersumber dari interpretasi pasal dalam UUJN, tetapi juga 

dari praktik administratif yang tertib dan terdokumentasi secara akurat. Serah 

terima protokol dilakukan dengan prosedur yang benar dan lengkap, tanggung 

jawab hukum atas akta yang tidak ditemukan tetap berada pada notaris pembuat 

akta, bukan pada notaris penerima protokol.

Pelaksanaan penyerahan protokol notaris tidak selalu berjalan optimal 

karena adanya kendala struktural, khususnya terkait keterbatasan sarana dan 

prasarana MPD. Salah satu persoalan utama adalah sulitnya mencari notaris yang 

bersedia menerima protokol notaris, terutama dalam kasus pemberhentian dengan 

tidak hormat yang seringkali melibatkan jumlah protokol yang besar dan berisiko 

secara administratif maupun etik. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa MPD 

pada banyak daerah belum memiliki kantor atau tempat penyimpanan resmi yang 

memadai untuk menampung protokol notaris secara sementara.

Protokol notaris secara konseptual merupakan arsip negara yang harus 

dijaga keberadaannya demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan 

masyarakat. Ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 UUJN menempatkan MPD sebagai 

institusi pengawas yang bertanggung jawab memastikan protokol notaris tetap 

terkelola dengan baik, termasuk dalam kondisi luar biasa seperti penolakan atau 

ketiadaan notaris penerima protokol. Ketidakmampuan MPD untuk menyimpan 

Waktu Notaris dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia,” Jurnal Cahaya 
Keadilan, Vol. 9, No. 1, (2025), hlm. 45–50. Diakses melalui 
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/3700 pada 23 Februari 2026 
pukul 21.30 WIB.

https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/3700
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protokol karena tidak adanya kantor resmi menunjukkan adanya kesenjangan 

antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam 

mendukung pelaksanaan tugas MPD, khususnya melalui penyediaan fasilitas 

kantor dan ruang arsip yang layak. Dukungan tersebut secara normatif dapat 

dibenarkan mengingat notaris juga memberikan kontribusi kepada daerah melalui 

berbagai bentuk retribusi dan kewajiban administratif lainnya, dengan adanya 

kantor MPD yang representatif dan dibiayai melalui anggaran daerah, MPD dapat 

menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan protokol secara lebih efektif, 

sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kesediaan notaris penerima 

protokol.187 Berdasarkan perspektif kepastian hukum, ketersediaan fasilitas MPD 

akan mencegah terjadinya penelantaran protokol notaris dan mengurangi risiko 

hilangnya minuta akta, khususnya pada akta yang telah selesai ditandatangani dan 

memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. 

Mekanisme ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi notaris 

penerima protokol dan menjamin transparansi dalam pengelolaan arsip 

kenotariatan pasca pemberhentian notaris. Pelaksanaan penyerahan protokol 

notaris masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun 

praktis, sehingga berdampak pada tidak optimalnya peran MPD sebagaimana 

diamanatkan oleh UUJN.

Hambatan yuridis yang paling dominan adalah adanya ketakutan notaris 

untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menerima protokol notaris, 

khususnya dalam kasus pemberhentian notaris dengan tidak hormat. Ketakutan ini 

muncul karena notaris penerima protokol seringkali dipersepsikan bertanggung 

jawab atas seluruh minuta akta yang berada dalam protokol, termasuk akta yang 

187 Ibid. hlm. 45-50. 
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dibuat oleh notaris sebelumnya. Pasal 65 UUJN, secara tegas menyatakan bahwa 

tanggung jawab atas akta tetap melekat pada notaris pembuat akta, meskipun 

protokol notaris telah diserahkan kepada notaris lain. Ketidaktegasan pemahaman 

norma ini dalam praktik menyebabkan notaris cenderung bersikap defensif dan 

menolak menjadi penerima protokol.

Hambatan yuridis juga disebabkan oleh adanya multi-tafsir terhadap Pasal 

65 UUJN. Beberapa notaris menafsirkan ketentuan tersebut secara luas sebagai 

dasar untuk menolak penerimaan protokol demi menghindari potensi tuntutan 

hukum, sementara penafsiran lain menempatkan notaris penerima protokol hanya 

sebagai penyimpan arsip negara tanpa tanggung jawab substantif terhadap isi akta. 

Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseragaman pemahaman normatif yang 

diperkuat oleh pedoman teknis yang jelas dari otoritas terkait.188 Hasil wawancara 

yang menyebutkan jika calon penerima protokol merasa khawatir dan takut untuk 

menerima karena akan adanya tuntutan hukum terhadap akta yang diterimanya, 

oleh karena itu perlindungan hukum terhadap penerima protokol notaris juga 

harus dijelaskan.

Hambatan yuridis berikutnya adalah tidak tegasnya pengaturan mengenai 

sanksi atas penolakan menjadi penerima protokol notaris. UUJN memang 

mewajibkan penyerahan protokol kepada notaris lain melalui MPD, namun tidak 

memberikan konsekuensi hukum yang tegas apabila tidak ada notaris yang 

bersedia menerima protokol tersebut. Kekosongan norma ini menyebabkan MPD 

berada dalam posisi yang lemah secara yuridis untuk memaksa notaris menerima 

protokol, sehingga berpotensi menimbulkan penelantaran protokol notaris dan 

mengganggu kepastian hukum bagi masyarakat.189 

188 Munsyarif Abdul Chalim, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya 
setelah Berakhir Masa Jabatan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 1, (2018).  hlm. 
85–88. Diakses melalui https://www.jurnalius.ac.id pada 14 Februari pukul 22.30 WIB.

https://www.jurnalius.ac.id
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Hambatan praktis juga menjadi faktor signifikan dalam pelaksanaan 

penyerahan protokol notaris. Salah satu hambatan utama adalah tidak tersedianya 

kantor atau fasilitas penyimpanan protokol yang memadai bagi MPD. Dalam 

banyak daerah, MPD tidak memiliki kantor resmi yang dilengkapi ruang arsip, 

sehingga tidak memungkinkan bagi MPD untuk menyimpan protokol notaris 

secara sementara apabila belum ditemukan notaris penerima protokol. Hasil 

wawancara yang menyebutkan jika tidak adanya sanksi administratif yang 

diberikan atas penolakan protokol notaris, namun yang menjadi kendala adalah 

keterbatasan ruang yang dimiliki oleh MPD sehingga pemilihan calon penerima 

protokol notaris harus tetap dilakukan dengan terus mencari pengganti hingga ada 

notaris yang menyanggupi untuk menerima. 

Hambatan praktis lainnya adalah besarnya volume protokol notaris yang 

harus diserahkan, terutama dalam kasus notaris yang telah lama menjalankan 

jabatan. Protokol notaris yang mencakup ribuan minuta akta memerlukan ruang 

penyimpanan khusus dan sistem pengarsipan yang tertata, yang tidak jarang 

menjadi beban bagi notaris penerima protokol. Biaya penyimpanan protokol, 

termasuk pemeliharaan fisik dokumen dan keamanan arsip, juga menjadi 

pertimbangan serius bagi notaris penerima, mengingat tidak adanya pengaturan 

mengenai kompensasi atau dukungan pembiayaan dari negara atau pemerintah 

daerah.190

Hambatan praktis berikutnya adalah ketiadaan standar nasional yang 

mengatur tata cara teknis penyerahan dan pengelolaan protokol notaris secara 

189 Ibid. Hlm. 90 – 92.
190 Meyssalina Manuria, “Penolakan Notaris sebagai Penerima Protokol dan Dampaknya 

terhadap Kepastian Hukum,” Jurnal Notariil, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 134–138. Diakses 
melalui https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13986 pada 10 Februari 2026 
pukul 18.48 WIB.

https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13986
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seragam. Perbedaan praktik antar daerah menyebabkan ketidakpastian prosedur, 

baik bagi MPD maupun notaris penerima protokol, akibatnya pelaksanaan 

penyerahan protokol sangat bergantung pada kebijakan internal MPD setempat, 

yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan ketidakpastian 

hukum.

Pembangunan kantor MPD oleh pemerintah daerah bukan hanya 

merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya 

sistemik untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjaga 

kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan. Penyediaan fasilitas yang 

memadai bagi MPD akan memungkinkan pengelolaan protokol notaris dilakukan 

secara tertib, profesional, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran MPD 

sebagai pengawas yang menjamin keberlangsungan fungsi protokol notaris 

sebagai arsip negara.

BAB IV 

PENUTUP
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penolakan notaris 

sebagai penerima protokol notaris, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Implikasi hukum terhadap penolakan sebagai penerima protokol notaris adalah 

secara represif serta menunjukkan bahwa secara administratif tidak ditemukan 

adanya satu sanksi hukum, dan secara keperdataannya juga tidak ditemukan 

adanya satu sanksi hukum, jika penolakan masih diberi toleransi karena timbul 

ketakutan maka secara represif due of process diambil alih oleh MPD. 

Penolakan penerimaan protokol berpotensi mengakibatkan terlantarnya arsip 

negara serta mengganggu kepastian hukum dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan akta notaris. Pemberhentian 

tidak hormat Notaris Madiyana Herawati melalui Putusan PN Semarang 

Nomor 773/Pid.B/2021 dan Keputusan Menkumham Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023 menegaskan kewajiban penyerahan protokol 

sebagai arsip negara kepada notaris penerima yang ditunjuk MPD, di mana 

keabsahan akta pasca-pemberhentian sangat bergantung pada pemenuhan 

syarat formal penandatanganan saat notaris masih berwenang, dengan batasan 

tanggung jawab hukum notaris penerima yang hanya mencakup pemeliharaan 

fisik protokol tanpa memikul beban atas substansi akta pembuat sebelumnya, 

meskipun dalam praktiknya masih terkendala oleh kekhawatiran implikasi 

pidana serta keterbatasan sarana prasarana gudang penyimpanan pada MPD.

2. Implementasi dan penegakan hukum terhadap penolakan sebagai penerima 

protokol notaris tidak tercapai, pada dasarnya telah diatur melalui mekanisme 

administratif yang melibatkan peran MPD menurut ketentuan dalam Peraturan 
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2025 serta 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023,  MPD memiliki kewenangan untuk 

memanggil notaris yang menolak menerima protokol, menilai alasan 

penolakan, serta mengusulkan pemberian sanksi administratif apabila 

penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Implementasi 

pemberhentian tidak hormat Notaris Madiyana Herawati menegaskan bahwa 

protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib diserahkan kepada notaris 

penerima melalui pengawasan MPD, di mana keabsahan akta yang telah 

ditandatangani tetap terjaga sebagai akta autentik, sementara penolakan 

penerimaan protokol oleh notaris lain dipertegas dengan sanksi administratif 

berupa pemblokiran akses layanan AHU guna menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan masyarakat. 

B. Saran 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap arsip negara, 

pemerintah melalui Kementerian Hukum bersama Ikatan Notaris Indonesia 

perlu melakukan harmonisasi regulasi yang secara eksplisit mengatur sanksi 

administratif bagi notaris yang menolak menerima protokol tanpa alasan sah, 

penegasan perlindungan hukum bagi notaris penerima melalui sosialisasi 

Pasal 65 UUJN guna menjamin kepastian pengelolaan arsip negara pasca-

pemberhentian notaris sekaligus mempertegas batasan tanggung jawab notaris 

penerima yang hanya mencakup pemeliharaan fisik guna meminimalisir 

kekhawatiran implikasi pidana. MPD harus mengoptimalkan sarana prasarana 

penyimpanan melalui penyediaan gudang arsip yang representatif atau 

percepatan program digitalisasi protokol untuk mengatasi keterbatasan ruang 

fisik. Sosialisasi yang lebih intensif diperlukan kepada para praktisi mengenai 
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prosedur due process pengalihan protokol, agar proses transisi arsip pasca-

pemberhentian notaris dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan 

masyarakat atas keabsahan dan keamanan akta autentik.

2. Untuk penguatan implementasi dan penegakan hukum terhadap penolakan 

penerimaan protokol notaris dilakukan melalui optimalisasi kewenangan MPD 

dalam mekanisme pemanggilan dan penilaian objektif terhadap alasan 

penolakan yang disertai dengan konsistensi penerapan sanksi administratif 

berupa pemblokiran akses layanan AHU bagi notaris yang melanggar, guna 

menjamin status protokol sebagai arsip negara yang autentik serta 

memberikan kepastian hukum yang utuh bagi perlindungan masyarakat, serta 

MPD untuk meningkatkan sosialisasi secara proaktif mengenai Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2025 serta 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.58.AH.02.04 Tahun 2023. Kementerian Hukum perlu mengintegrasikan 

sistem pelaporan penyerahan protokol ke dalam layanan AHU Online secara 

real-time untuk memastikan transparansi dan mempermudah pengawasan, 

sehingga kepastian hukum bagi masyarakat tetap terjaga dan potensi 

penyalahgunaan wewenang dalam penolakan protokol dapat ditekan. 
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